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Tujuan Undang-Urulang Perpajakan adalah memberikan kepastian hukum dan 
keadilan keparla Wajib Pajak Dalam hal ini, ketentuan yang dimuat di dalam 
Undm1g-Undang Perpajakan tidak boleh melanggm tujuan Undang-Undang Perpajakan. 
Dalam membuat Undang-Undang Perpajakant harus diusahakan supaya ketentuan 
yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut jelas, pasti, dan tidak mengandung 
arti ganda. Karena tanpa kepaslia11 hukum, maka keadllan tidak dapat dicapal. 

Dalam prakteknya1 keadilan bukan!ah sesuatu yang mudah dicapai. Oleh 
karena itu, Wajib Pajak diberikan hak seluas-luasnya untuk mencari keadilan. 
Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menempuh cara-cara tertentu dalam 
rangka. memperoleh keadilan, apabila dalam pengenaan sanksi administrasi merasa 
diperlakukan tidak adil. Hal ini dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi admin.jstrasi. 

Di dalam Pasal36 ayat (l) lmrufa UU KUP diatur mengenai kewenangan 
Direktur Jenderal Pajak unhtk mengurangkart atau menghapuskan sanksi 
administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya. Hal inilah yang akan dikaji apakeh ketentuan Pasal 36 ayat (!) huruf 
a UU KUP tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang 
dikenaka:n karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dapat 
memberikan kepastian hukum dan keadiian kepada Wajib Pajak 

Berdasarkan hasil penetitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 36 
ayat (I) huruf a UU KUP tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada 
Wajib Pajak. Ketentuan Pasal 36 ayat (l) hurufa UU KUP =a material tidak memenehi 
syarnt-synrat kepastian hukurn dan a<aS-<~Sas keadilan di dalam Undang-Undang PCipajakan 
Dengan kllta lain, isi dari Pasal tersebat tidak tepa!, tidak jelas, menimbalkan pengertian 
ganda, dan tidak sinkron denganPef1ielasann)'l!. Dengan dernikian ketentuan Pasai 36 a )'lit (I) 
huruf a UU KUP melanggar tujuan Urulang-Undang Perpajakan uutuk memberikan 
kepastian hukum dan keadilan keparla Wajib Pajak. Ketentuan Pasal 36 a)'l!t (1) huruf a UU 
KUP juga tiduk scsuai dengan self assessment system yang sudah lama diterapkan di 
Indonesia. Di dalam ketentuan tersebut kcpastian hukum dan knv enforcement menjadi 
tidak ada, dimana sanksi administrasi yang telah dikenakan dapat dikurangkan atau 
dihapuskan hanya karena alasan kekhilafan W ajib Pajak yang sifatn)'l! sangat subyektif 
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Kepastian hukum, keadilan, kekhilafan, kesalahan 

vu Universitas Indonesia Analisis Kepastian..., Nur Aini Mutmainnah, FH UI, 2009



Name 
Study Program: 
Title 

ABSTRACT 

Nur Aini Mulmainnah 
Law of Economy 
ANALYSIS OF CERTAINTY Ac'ID EQUITY OF 
SUBTRACTION OR WIPING OUT OF 
AOMJNISTRATJON SANCTION WHICH HELD 
BECAUSE OF TAX PAYERS' NEGLECT OR NOT 
BECAUSE OF TAX PAYERS' WRONG 

Self Assessment System gives trustful to tax payers in doing their taxation 
obligation by themselves. Fiscus act both as a counsellor and a supervisor on it. 
They have to make sure that the tax payers have done their taxation obligation and 
acquired their taxation rights well. 

The goals of Tax Regulation are certainty and equity. The rules, in the Tax 
Regulation, have to agree with the goals of the Tax Regulation. The rules have to be 
clear, certain, and not ambiguous. Without certainty, so equity can't be reached. 
Certainty and equity must be given to the tax payers so they won't fell doubtful in 
doing thejr taxation obligation and acquiring their taxation rights. Tax ntust be 
written and arranged in the Tax Regulation. lt must be able to create certainty and 
equity. 

In practice> it is difficuJt to get equity. Tax payers have right to get and to 
Iook for equity. Tax payers have right to acquire the subtraction or wiping out of 
administration sanction which held because of tax payers' neglect or not because of 
tax payers' wrong. Tax Regulation has rule about subtraction or wiping out of 
administration sanction which held because of tax payers' neglect or not because of 
tax payers' wrong, This research will analyze whether the rule can give certainty 
and equity to tax payers. 

According to the result ofthis research can be concluded that the rule about 
subtraction or wiping out of administration sanction which held because of tax 
payers' neglect or not because of tax payers' wrong doesn't give certainty and 
equity to tax payers. The mlc is not suitable with certainty principle and equity 
principle in the Tax Regulation. In this case, the rule is not clear, not certain and has 
ambiguous. The rule doesn't agree with the goals of Tax Regulation to give 
certainty and equity to tax payers. In the implementation the rule about subtraction 
or wiping out of administration sanction which held because of tax payers' neglect 
or not because of tax payers' wrong ls not suitable with Self Assessment System in 
Indonesia because certainty and law enforcement become extinct 
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LL LATARBELAKANG 

BABl 

PENDAHULUAN 

Dewasa ini hampir seluruh negara di dunia telah mengakui bahwa pajak 

dari waktu ke waktu telah menjadi sumber utama penerimaan negara, dan bahwa 

pajak ada.lah alat utama untuk membiayai kegiatan pemerintah. Di samping itu, 

paj.ak juga digunakan pemerintab sebagai alat untuk mencapaj tujuan di bidang 

ekonomi dan pembangunan. Maka tidak mengherankan, kalau di !i.ampir semua 

negara Lerdapat pungutan yang namanya pajak 1 

Agenda utama setiap negara untllk menjalankan pemerintahan1 terutama 

Indonesia saat ini adalah menyediakan sumber penerimaan negara yang selalu 

bisa diandalkan. Untuk itu Indonesia rnengandalkan pajak sebagai satu-satunya 

sumber utama pencrimaan negara, dengan sasaran mampu menggantikan peranan 

pinjaman luar negeri untuk menuju kemandirian yang sebenarnya dalam 

pembiayaan. Pajak yang mernpakan satu-satunya sumber utama penerimaan 

negara harus dikelola seefektif dan seefisien mungkin.2 

Salah satu fungsi pajak adalah budgeter, yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat untuk membiayai pembangumm dan pengeluaran rutin. Dengan 

demikian pajak merupakan primadona pembiayaan pembangunan, karena pajak 

adalah salah satu penerim.aan negara yang paling potensial Penerimaan negara 

dari sektor pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan sarana dan 

prasarana kepentingan umum. Dengan kata lain, p~ak: baik secara langsung 

maupun tidak langsung diharapkan dapat rneningkatkan perturnbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakatJ 

Upaya pemerintah dalam rangka menghimpun dana dari masyamkat 

melalui pemungutan pajak harus diatur dengan Undang-Undang. Hal ini 

dimaksudkan agar tindakan pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat 

melalui pemungutan pajak tidak dikategoril<an sebagai perbuatan mela.nggar 

hukum. Di dalam Pasal 23A Amandemen ketiga UUD 1945 dinyatakan bahwa 

1 Safri Nurmaruu, Prmgatlfar Pcrpajakan, (Jakarta: Granit, 2005), hal8, 
z Rimsky K. Judisseno, Pcrpajakau, (Jakurta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), tml23. 
J Rimsky K Judlsseno, op.cit.,ltal23 
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"Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperlua.n negara diatur 

dengan Undang-Undang"4 

Pembentukan Undang~Undang Perpajakan yang mengabaikan asaswasas 

pemungutan pajak, akan melanggar hak-hak masyarakat. Walaupun sudah diatur 

dengan Undang-Undang, namun apabila masih mengabaikan asas-asas pemungutan 

pajak. maka pemungutan pajak dari masyarakat merupakan perampokan yang 

dilakukan secara legal. Undang-Undang Perpajakan yang mengabaikan asaswasas 

pemungutan pajak akan menjadikan Undang-Undang Perpajakan melegalisir 

perampokan hak-hak masyarakat. 5 

Salah satu asas pemungulan pajak yang menJ·adi dasar pemungutan pajak 

di berbagai negara adalah asas keadilan. Pernungutan pajak harus diatur dengan 

Undang-Undang yang mencerminkan adanya keadilan. Di dalam Undang-Undang 

Perpajakan diatur mengenai berbagai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak 

yaitu petugas pajak dan Wajib Pajak. Secara ideal, Undang-Undang Perpajakan 

yang disusun dengan benar dan diterapkan dengan balk, akan mampu menjamin 

keadilan bagi semua pihak.0 

Undang-Undang Perpajakan harus dibentuk berdasarkan asas-asas 

pemungutan pajak, Undang-Undang Perpajakan yang dibentuk berdasarkan asas­

asas pemungutan pajak, dlharapkan mampu untuk: 7 

a. Menclptakan kepastian hukum dan keadilan. 

b. Mendukung penerimaan negara dari sektor pajak:. 

c. Menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. 

Tujuan Undang-Undang Perpajakan adalah memberikan kepastian hukum dan 

keadilan kcpada Wajib Pajak. Dalam hal ini, ketentuan yang dimuat di dalam Undang­

Undang Perpajakan tidak boleh melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan. Dalam 

membuat Undang-Undang Perpajakan, harus diusahakan supaya ketentuan yang 

~ Lauddin Marsuni, liukum dan Kebijalum Perpajakrm di Indonesia, (Yogy.tknrtiL UH Press, 
2006), hal8. 
5 Lauddln Marsuni, op,cit., hul9. 
"- Boed[ono, Pel'j)(l)ok«n {mloncsia· Teori Perpryakan, Kebijakan Pcrpajakan, P.:,;ak Luar Negeri, 
(Jakarta: Diadit Media, 2000), hall6. 
' Boediono, op.cir., llallJ. 
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dimuat di dalam Undang~Undang terse but jelas, pasti, dan tidak mengandung arti 

ganda. Karena tanpa kepastian hukum, maka keadilan tidak dapat dlcapai.8 

Seperti halnya di negara-negara maju, pajak harus dijadikan tulang 

punggung pembiayaan negara. Keinginan pernerintah Indonesia ini, sudah 

merupakan keharusan. Harapan ini tumbuh dari keinginan pemerlntah untuk 

meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan, 

melalui partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak. Oleh karena 

itu, pemerintah Indonesia di masa yang akan datang. mau tidak mau hams 

menggali potonsi pajak dengan lebih efektif, efisien dan inovatif. 9 

Meningkatnya penman pajak tersebut tidak terlepas dari diberlakukannya 

sistem perpajakan yang kondusif yaitu self assessment system. Pada self 

assessment system ini, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib 

Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri 

jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentmm peraturan perundang­

undangan perpa.jukan yang didasarkan pada asas keadilan, kepastian hukum dan 

kesederhanaan di daJam administraslnya. 10 

Dalam self assessmelll system> Sural Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang 

disampaikan Wajib Pajak pada setiap akhir tahun pajak, pada hakikatnya 

merupakan alat pertanggungjawaban Wajib Pajak kepada pemerintah, atas 

kepcrcayaan yang telah diberikan kepadanya. Sistem ini dapat membangldtkan 

kesadaran Wajib Pajak untuk lebih berperan aktif dan patuh di daJam menjalankan 

kewajiban perpajakannya. Pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum (law 

enforcement) menjadi hal yang esensial di dalam self assessment system agar 

sistem tersebut dapat bexjalan lebih efektif. 11 

Kepercayaan yang dibcrikan pernerintah akan mudah dilalaikan atau 

disalahgunakan oleh Wajib Pajak tanpa adanya pengawasan yang baik. Sanksi 

yang tegas harus diterapkan bagi yang melanggar kewajiban perpajakan agar self 

assessment system dapat mencapai hasil yang optimal. Wajib Pajak diharapkan 

akan takut untuk mencoba menyalahgunakan dengan sengaja atau melalaikan 

" Rochm.:JI Soemitro(2}, A~·as dau Dasar Pmpajakan 2, {Bandung: PT. Ere.s<:o, 1997), halO. 
1 Dlaz Priantara, Pemenk.saan dan Pe11yidikiw Pajak, (Jakarta: Djambatan, 2000), bat 1. 
"'Mardiasmo, Pelpuj((kms, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hal 13. 
11 Diaz Priantara, op.cil., hal2J, 
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kewajiban perpajakannya karena adanya ancaman sanksi yang tegas. Pemberian 

sanksi dapat menjadl upaya law enforcemel11 agar ketentuan peipajakan benar­

benar dipastikan dilaksanakan sepenuhnya oleh \Vajib Pajak, 12 

Penerapan sanksi adminlstrasi yang cepal, tepat, dan tegas diharapkan 

dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan sanksi administrasi 

harus di!akukan dengan adil untuk rnenjamin adanya kepastian hukum dalam 

pelaksanaan kewajiban perpajakan. 13 

Dalam prakteknya, keadilan bukanlah sesuatu yang mudah dicapaL Oleh 

karena itu, Wajib Pajak diberikan hak seluas-luasnya untuk mencari keadilan. 

Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menempuh cara-cara tertentu dalam 

rangka memperoleh keadilan, apabila dalam pengenaan sanksi administrasi 

merasa diperlakukan tidak adiL Hal ini dapat dilakukan melalui pengajuan 

pemJOhonan pengurangan atau penghapusan sanksi adminlstrasL Hak-hak ini 

diberikan untuk menjamin agar Undang-Undang Perpajakan dapat dijalankan 

dengan baik dan netral, sehingga menjangk:au kepastian hukum dan keadilan bagi 

Wajib Pajak. t 4 

Di dalam l'asal 36 ayat (I) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketenhmn lJmum dan Tata. Cara Perpajakan (Lli KU"P), diatur mengenai 

kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk rnengurangkan atau menghapuskan 

sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi 

tersebut dikenakan karena kekhilafan \Vajib Pajak atau bukan karena 

kesalahannya. 15 

n M. Djafur Saidi, Pembanam Hukum Pajak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007}, hall26. 
n M. Djafur Saidi, op.cit., ha! 267. 
14 Ibid, hal 267. 
15 Undang-Undung No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 
Tahun 1983 tcntang Ketentuan Urnum dan Tata Cara Perpnjakan. 
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Gamba ran tersebut yang melatarbelakangi penulisan tesis ini, yaitu tentang 

';Analisis Kepastian Hukum dan Keaditan atas Pengurangan atau Penghapusan 

Sanksi Administrasi yang Dikenakan Karena Kekhilafan Wajib Pajak atau Bukan 

Karena Kesalahannya (Telaah Pasal 36 Ayat (1) Hurufa UU KUP)". 

1.2. POKOK I'ERMASALAHAN 

Berangkat dari pemikiran yang disampaikan daJam latar belakang di atas, 

diperlukan pengidentifikasian masalah yang perlu dikaji lebih lanjut. Masalah­

masalah tersebut adalah sebagai berikut 

a. Apakah ketentuan Pasal 36 Ayat (!) Huruf a UU KUP tentang 

pengurangan atau penghapusan sanksi adminjstrasi yang dikenakan karena 

kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dapat 

memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak? 

b. Apakah ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Huruf a UU KUP tentang 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena 

kekhiJafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dapat 

memher:ikan keadilan kepada Wajib Pajak? 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelilian ini adaiah sebagai berikut 

a, Menganalisis apakah ketentuan Pasal 36 Ayat (1} Huruf a UU KUP 

tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi }'<lng 

dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya 

Japat memberikan kepastlan hukum kepada Vlajib Pajak. 

b. Menganalisis apakah ketentuan Pasal 36 Ayat (I) Huruf a UU KUP 

tcntang pcngurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang 

dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalabannya 

dapat memberikan keadiJan kepada Wajib Pajak. 
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1.4. KEGUNAAN PENELIT!AN 

Kegunaan yang dlharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut; 

a. Kegunaan bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk 

men1peroleh gelar Magister Hukum Program Studi Hukum Ekonomi pada 

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu, 

dalam penelitian ini penulis juga menganalisis apakah ketentuan Pasal 36 

ayat (1) huruf a UL.: K.UP ten tang pengurangan atau penghapusao sanksi 

administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan 

karena kesalahannya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan 

kepada Wajib Pajak, 

b. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akadernis khususnya 

tentang "Analisis Kepastian Hukum dan Keadilan atas Pengurungan atau 

Pcnghapusan Sanksi Adminislrasi yang Dikena.kan Karena Kekhilafan 

Wajib Pajak atau Bukan Karena Kesalahannya (Telaah Pasal 36 Ayat (I) 

Huruf a UU KUP)". Disamping itu, peneiitian ini diharapkan dapat 

menjadi lnspirasi bagi penulis lain yang akan mengambil tema yang sama. 

c. Kegunaan bagi Dircktorat Jenderal Pajak 

Pe~nelitian ini diharupkan dapat menjadi bahan masukan. bagi Dirc:ktorat 

Jcnderal Pajak untuk rnelakukan perbaikan UU KUP, khususnya yang 

berkaitan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a t;U KUP tentang 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena 

kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, Diharapkan di 

masa yang akan datang, UU KUP yang dibentuk dapat lebih mernbcrikan 

kepastian hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak dan masyarakat luas. 
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1.5. METODE PENELITIAN 

1.5.1. Jenis Penelitian 

7 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut 

Sugiyono (1994:6) yang dimaksud dengan peoelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan 

atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian ini memiliki variahel 

mandiri yaitu ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tentang pengurangan 

atau penghapusan sanksi adrninistrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib 

Pajak atau bukan karena kesalahannya. 

Pemilihan jenis penehtian mi didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam 

membahas tests ini. penulis akan menganalisis apakah ketentuan Pasal 36 ayat ( 1) 

huruf a UU KUP tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang 

dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalabannya dapat 

memberikan kepastian hukum dan kcadilan kepada Wajib Pajak. Di samping itu, 

penulisjuga memberikan saran-saran guna mengatasi permasalahan yang ada. 

1.5.2. Pendckatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan. pendekatan yuridis normatif: Adapun yang 

dimaksud dengan pendekatan yuridJs nonnatif adalah suatu pendekatan yang 

dilakukan dengan mempetnjari dan mengkaji norma hukum yaitu hukum pajak 

dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-L"ndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketcntuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (UU KUF) beserla peraturan pelaksanaannya, 

Sedangkan analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan k'"Ualitatif 

yaitu anallsis yang dilakukan terhadap kuatitas obyek penebtian, dalam hal ini 

ketentuan Pasal 36 ayat (1) hmuf a UU KUP. Penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis apakah ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a lTU KUF tentang 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena 

kekhilafan Wajlb Pajak atau bukan karena kesalahannya dapat memberikan 

kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. 
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1.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi 

kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari dan menelaah literatur­

literatur serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang 

terkumpul diperoleh dari: 

a. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Perpajakan, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan lain-lain. 

b. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, jumal, hasil penelitian 

ilmiah, dan lain-lain. 

c. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, artikel-artikel di media 

cetak, dan lain-lain. 

1.6. KERANGKA TEORI 

Undang-Undang Perpajakan harus bersifat sederhana. Karena sistem 

perpajakan berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang terus berkembang, maka 

Undang-Undang Perpajakan juga harus bersifat luwes dan dapat menampung 

perkembangan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nawun demikian, 

kesederhanaan dan keluwesan tersebut harus dapat menjamin adanya kepastian 

hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak. 16 

Kepastian hukum dan keadilan merupakan tujuan Undang-Undang 

Perpajakan. Undang-Undang Perpajakan harus jelas, tegas, tidak mengandung arti 

ganda dan tidak memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum di 

dalam Undang-Undang Perpajakan sangat bergantung pada susunan kata, susunan 

kalimat, penggunaan istilah dan pembakuan istilah. Dalam pembakuan istilah atau 

pemberian definisi harus diupayakan tidak terdapat celah (loop holes) yang dapat 

diartikan lain. Di samping itu juga harus diupayakan tidak memberikan definisi 

terlalu luas sehingga sulit dipahami dan menambah ketidakpastian hukum. 17 

1 ~ Mansury (I), Kebijakan Fiskal, (Jakarta: YP4, 1999), hal 2. 
17 Rochmat Soemitro (2), op.cit., ha\21. 
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Untuk memberikan kepastian hukum, maka terhadap sesuatu yang perlu 

diberikan penafsiran. sebaiknya dlberikan penafsiran secara otentik, artinya 

penafsiran tersebut dilakukan oleh pembuat Undang-Undang sendiri dan dimuat di 

dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka 

dalam pelaksanaan Undang-Undang, para pelaksana akan berusaha menafsirk:an 

sendiri dan penafsiran tersebut bisa jadi sangat lemah dan masib dapat dijadikan 

sengketa dl pengadilan, 18 

Keadilan adalah kemuuan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk 

rnemberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya. Menurut 

Ariswteles keadilan adalah suatu kebijakan yang aturan-atmannya menjadi dasar dari 

pemturnn negara dan aturan-aturan ini merupllkan ukuran ten tang apa yang hak. Dakan hal 

im orang harus mengendalikan diri tidak memperoleh keuntunga.n babri diri sendiri dengan 

cara mcrebut apa yang merupakan kepw1yaan orang lain, atau menolak apa yang 

scharusnya diberikan kepada orang lain. L9 

Menurut Aristoteles hukum bertujuan unluk menciptakan keadilan. Sesuai 

dengan tujuan hukum itu, maka tujuan hokum pajak pun adalah untuk menciptakan 

keadiJan. Dengan dernikian, setiap ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 

Perpajakan harus mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, ketentuan ten,-ebut harus dibuat 

dengan memperllatikan perkembangan yang terjadi di masyardkat dan hams dilandasi oleh 

lujuan yang jelas agar dapat diterapkan dengan adiL Ketennran Undang-Undang 

PCl]>aJakan harus jelas, lengkap, dapat diandalh:n, tidak mudah berubah-ubah, dan adil20 

Asas pemungutan pajak: yang disarankan oleh Adam Smith. yang dikenal 

dengan "'The Four Maxims'' adalah sebagai berikut: 21 

a Asas&,ualitydanEquity 

Pemungutan pajak harus bersi fat adil dan merata, yaitu harus 

seimbang dengan kemampuan untuk membayar pajak (ability fo pay) dan 

sesuai dengan manfaat yang diterima di bawah perlindungan pemerintah. 

Setiap warga negara berpartisipasi dalan1 pembiayaan negara secara proporsional 

'
11 Ibid, hal22, 

l't Isa Sindian Djajadiningrat, Hukum Pajak dan Koodilan, (Bandung: Eresco, !98 !), ha129. 
Z!J Sri Pudyatmoko (I), P<?nganlllr Hukum Pajak, (Yogyakarta: Andi, 2002), hal 133. 
ll Santoso Srotodilmrdjo, Pengantllr Jlmu Hukum Pajak, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), 
ha127. 
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sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ornng yang bernda dalam keadaan 

yang sarna hams dikenakan pajak y.mg sama 

b. AmC,tauuy 

Pemungutan pajak: tidak boleh sewenang-wenang. Pemungutan pajak 

harus je!as bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat serta 

mempunya1 kepastia.n hukum. Kepaslian hukum tersebut diantaranya 

mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, kapan pajak harus dibayar, 

bempajumlah pajak yang hams dibayar, dan bagaimana cara membayamya 

c. Asas Convenience 

Saat Wajib Pajak hams membayar pajak hendaknya ditentukan pada 

saat yang tidak menyu(itkan bagi Wajib Pajak dan pada saat yang paling 

baik bagi W'\iib Pajak, yaitu saat terdekat dengan diterimanya penghasilan atau 

keuntungan yang dikenakan pajak. Asas ini disebut juga dengan "Pay As You 

Eam (PA YE)". 

d A=Ecor.omy 

Pajak yang masuk ke kas negara hendaknya lebih besar 

dlbandtngkan dengan biaya pemungutannya. Biaya pemungutan pajak 

hcndaknya sekecil numgkin. Demikian pula dengan biaya pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan beban yang dipikul oleh Wajib P.ajak bendaknya juga 

sekecil rnW1gkin. 

Self Assessment System memberikan kepercayaan kepnda Wajib Pajak untuk 

melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Kepercayaan 

yang dJberikan pernerintah akun rnudah dilalaikan atau disalahgunakan oleh Wajib 

Pajak tanpa adanya pengawasan yang baik. Sanksi yang tegas hams diterapkan 

bagi yang melanggar kewajiban perpajaken agar Self Assessment System dapat 

mencapai hasH yang optimal. Wajib Pajak diharapkan akan takut untuk mencoba 
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menyalahgunakan dengan sengaja atau melalaikan kewajiban perpajakannya 

!<arena adanya ancaman sanksl yang tegas. 22 

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrnsi merupakan wujud lwt.~ 

euforcemem terhadap Wajib Pi\}ak agar ketentuan perpajakan benar-benar 

dipastikan dilaksanakan sepenuhnya oleh Wajib Pajak. Sanksi administrasl adalah 

sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak karena melakukan kesalahan 

administratif dengan tidak mematuhi ketentuan perntur.m penmdang-undllngan 

perpajakan. 23 

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Agar dapat dlpahami secara komprehensif, maka tesis ini disusun dalam 5 

(lima) bab yang berkesinambungan, dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II 

BAB Ifl 

Bab ini mengura1kan mengerun Jatar belakang. pokok 

pennasalahan. tujuan penelitian, kegunaan penelltian, metode 

penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan, 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan mengcnai pengertian pajak, fungsi pajak, 

syarat pemungutan pajak. asas pemungutan pajak, sistem 

pemungutan pajak, kepastian hukum dan keadilan, fungsi sanksi 

a.dministrasi, serta kekhiJafan dan kesalahan, 

KEBIJAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN 

SANKS! ADMINISTRASI 

Sab ini menguraikan mengenai sanksi admlnistrasi berupa bunga, 

denda dan kenaikan~ dasar hukum pengurangan atau penghapusan 

sanksi administmsi, prosedur pengajuan dan penyelesaian 

permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, 

tata cara penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan 

2! M, Djafar Saidi, op.dt., hall26. 
n ibid, hal 2:65. 
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BABY 
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sanksi administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, 

dan upaya hukum gugatan. 

AKALISIS KEPASTV\N HUKUM DAN KEADILAN ATAS 

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! 

ADMIN!STRASI YANG DIKENAKAN KAREN A 

KEKHILAFAN WAJIB PAJAK ATAU BUKAN 

KARENA KESALAHANNYA (TELAAH PASAL 36 

AYAT (l)HURUF a UU KUP) 

Bah ini menganaHsis apakah ketentuan PasaJ 36 ayat (1) huruf a 

UU KUP tentang pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau 

bukan karena kesatahannya dapat memberikan kepastian hukum 

dan keadilan kepada Wajib Pajak. 

PENUTUP 

Bah ini mencakup kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian 

ini, dan saran-saran yang dapat diberikan. 
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BAB2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. PENGERTIAN PAJAK 

lstilah pajak sudah sering didengar oleh kebanyakan orang, tetapi pemaharnan 

dari kata pajak sendiri bisa bennacam~macarn, umumnya semua pungutan dianggap 

sebagai pajak. Oleh karena itu, perlu dL<arnpaikan definisi pajak menurut beberapa ahli 

sebagai berikut: 

a. Rochma! Soemitro?-" 

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang­
Undang yang dapat dlpaksakan dengan tidak mendapat imbalan 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membiayai pengeJuaran umum." 

b. Manswy:'' 

.. Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan untuk 
dibayar berdasarkan Undang-Undang yang merupakan pengalihan 
sumber daya dari masyarakat ke sektor publik unluk digunakan 
melakukan kegiatan pemerintah, guna mencapai sa"mfan sosial dan 
ekonomi bangsa" 

c. N.J. Feldmann:z6 

"Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan tcrhutang 
kepada penguasa menurut norrna~nonna yang dhetapkan secara 
umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata~mata digunakan 
untuk rnenutup pengeluaran-pengeluaran umum." 

d. Soepam1an Soemahamidjaja:27 

'"Pajak adalah iuran wajib~ berupa nang atau barang, yang dipungut 
oleh penguasa berdasarkan nonna-norma hukurn, guna menutup 
biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 
mencapai kesejahteraan umum.,. 

1
" Rochn1ill Soemnro (2}, op cit., hall2, 

H Mans.ury (2), Pembahruan Mendalam Pqjak Alas Penghasilan, (Jakana: YP4, 2000), hal3, 
l<'> Tjip Ismail, Materi Kulialt Hukum Pajak, Program Pascasmjana Fakullas Hukum Universitas 
Indonesia, 2009. 
"T" I 'I · JIP smO.I, op.c1f. 
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e. Tjip lsrnail:28 

''f'l!iak adalah iu!1ln rakyaJ k<pada neg;ua bettlasarl= Undang-Uodang yang 
dapat dipaksakan dan diprioriiaskan untuk mernbiayai pelayananl<rlladap scl®r 
pajak yang be!sang)rutlln." 

Sebagaimana dicontohkan oleh Tjip Ismall, bahwa kontraprestasi 

langsung dapat dinikmati oleh Wajib Pajak selaku pembayar pajak melalui 

peningkatan pelayanan pajak. Misalnya dengan memperbalki atau membangun 

Kantor Pelayanan Pajak Modern yang memiliki sarana dan prasarana memadai 

untuk rnemberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya. Hal ini sudah dimulai sejak modemisasi perpajakan yang 

digulirkan pada tahun 2002 dengan memperkenalkan Kantor Pclayanan Pajak 

Wajib Pajak Besar.29 

Dari berbagai defulisi pajak ten;ebut di alas, dapat disimpulkan ciri-ciri pajak 

sebagru berikut30 

a. Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara; 

b, Pajak dipungut berdasrul<an atau dengan kekuatan Undang-Undang; 

C, Pembayaran pajak dapal dipaksakan; 

d, Dalarn pcmbayaran p<;jak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

langsung secara individual.yang diberikan oleh pemerintah~ 

e. Pajak dlpungut guna membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. 

2.2. FUNGSI PAJAK 

Bila dicermati pendapat rnasyarakat tentang pajak, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa masih banyak anggota rnasyarakat yang belum mengetahui 

atau memahami hakikat dan fungsi pajak, ba:ik bagi kehidupan negara maupun 

kehidupan masyarakat sendirl. Pembayaran pajak umumnya dipandang sebagai 

suatu kewajiban satu arab kepada negara, lantaran ciri khas pajak adalah dapat 

dipaksakan kepada masyarakat, tanpa memperoleh imbal batik secara langsung. 

:>:s Ibid 
19 John Hwagaol, Perpajaktm: lsu.fsu Ko11rcmporcr, (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), hallO. 
10 Erly Suandy, Hukum Pajak, (Jnkatia: Salemba Empat, 2000), hal II. 
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Pandangan yang kurang Juas ini mengakibatkan pajak hanya dianggap sebagai 

beban. Padahul bila diteliti lebih jauh, pajak yang telah diterima negara juga 

menjadi hak rnasyarakat. Artinya, masyarakat memperoleh manfaat pajak dalam 

bentuk Jain, yaitu melalui penyediaan berbagai barang dan jasa publlk. 31 

Dari beberapa pengertian pajak yang telah disampaikan sebelumnya, 

secara tcoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi 

dalam kehidupan negara dan rnasyarakat, yaitu:32 

a. Fungsi Budgeter 

b. Fungsl Regulerend 

c. Fungsi Distribusi 

d. Fungsi Demokrasi 

Fungsi Budgeter 

Unluk kelangsungan hidup negara, seluruh komponen pelaksana tugas­

tugas negara, baik eksekutif) legislatif, rnaupun yudikatif harus dapat 

melaksanakan lugasnya dengan baik. Dengan demikian masyarakat dapat hidup 

tenang._. nyaman, adil, ma.kmur dan sejahtera. T erlebih lagi pemerintah 

mempuuyai tugas utama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan dan 

kebutuhan masyarakat banyak, yaitu menyediakan berbagai barang dan jasa 

publik (public goods and services), seperti jalan, jembatan, seko[ah, sarana 

pendidikan, puskcsmas, dan sebagainya,33 

Setiap tahun masing~masing instansi pemerintah menyusun rencana 

penyediaan barang dan jasa publik tersebut sesuai deng.an sektor tugasnya. 

Rencana itu ada yang bersifat prioritas atau merupakan kelanjutan dari rencana 

yang telab dijalankan. Agar rencana tersebut dapat berja)an dengan haik, tentu 

harus didukung dana yang cukup. Di Indonesia, rencana penyediaan dana, 

terangkum dalam APBN setiap tahun.34 

11 The lndoncsinn Tax in Brief, Tbl)auan Pcrpajaka11 fndo11e~·ia, (Jakana: Koperasi Pegawai 
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, 2{106), hal 70. 
31 The [ndonesian Tax in Brief, op.cll., hal 71. 
31 Ibid, hal 71. 
34 Ibid, hal 71. 
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Oleh karena penyediaan dana ini menyangkut budgeter, sesuai dengan 

ketentuan yang berla.ku, pelaksanaannya harus dibahas terlebih dahulu oleh 

pemerintah dengan DPR, kemudian disetujui oleh DPR. Dari uraian tersebut 

nyata bahwa melalui mekanisme anggaran negara akan terlihat pajak memiliki 

fungsi budgeter1 yaitu sebagai sumber penerimaan negara bagi APBN untuk 

men1biayai tugas-tugas negara. 35 

Fungsi Regulerend 

Pemerintah mempunyni kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang 

berada di dalarn wilayahnya, Melalui pengaturan ini pemerintah dapat 

melaksanakan tugasnya~ dalam rangka melayani masyarakat dan mewujudkan 

masyarakat yang adi! dan makmur. Pengaturan tersebut menyangkut seluruh 

kegiatan masyarakat dan negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, 

pcrtahanan, dan keamanan.30 

Pajak mempunyai fungsi regulerend di berbagal aspek kegiatan, agar 

kegiatan tersebut dapat berjalan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

pemerintah. Misalnya unluk membangun dan rnengembangkan suatu kawasan 

tcrtentu, dibutuhkan insentif di bidang perpajakan, sehingga investor mau 

menanamkanlnvestasinya di sana,37 

DemHdan juga untuk mendorong kegiatan elcspor, dlberikan kemudahan 

dan keringanan pajak, sehlngga mcndorong dunia usaha melakukan ekspor. 

Dalam rtmgka meningkatkan daya beli masyarakat, dilakukan dengan menaikkan 

besamya l'enghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sehingga masyarakat yang 

penghasilannya di bawah PTKP tidak dikenakan pajak. Beberapa contoh fungsi 

regulerend pajak tersebut di atas, bertujuan untuk menciptakan iklim yang 

kondusif di berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.33 

'~{bid, hal 71. 
'l> {bid, hal 72 . 
. n {bid, hal 72. 
·"~Ibid, hal 72. 

Universitas Indonesia 

Analisis Kepastian..., Nur Aini Mutmainnah, FH UI, 2009



17 

Fungsi Distribusi 

Hal mendasar yang kadang terlupakan dari pandangan masyarakat ada[ah 

adanya fungsi distribusi dari pajak. Pajak yang dibayar oleh masyarakat sebagai 

penerhnaan negara, manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat tertemu 

atau kelompok tertentu, melainkan dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa 

terkecualL Ketika seseorang yang tinggat di Jakarta membayar pajak. maka 

hasilnya tidak hanya dinikmati oleh dirinya atau masyarakat Jakarta saja. Namun 

pembayaran pajak tersebut, hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh 

Indonesia dengan adanya penyediaan barang dan jasa publik.34 

Fungsi Demokrasi 

Di negara yang demokratis seperti Indonesia, keikutsertaan masyarakat 

dalam pengelolaan negara merupakan hal yang mutlak. Karena itu sega1a 

kegiatan negara dapat direncanakan dan diarahkan guna kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak 

mempakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi di suatu negara. Pajak 

berasal dari masyarakat, yaitu dibayar oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku.'0 

P<~:iak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di DPR dalam bentuk 

Undang-Undang Perpajakan. Di Indonesia, hal ini diamanatkan di dat.m Pasal 

23A Amandcmen kctiga UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pajak dan 

pemungutan Jain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan 

Undang-Undang". Pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan 

selurub rakyat melalui penyediaan banmg dan jasa puhlik yang dibutuhkan 

masyarakat.41 

w Ibid, hal 73. 
o\U Ibid, ho.l 73. 
41 Ibid, hal 73. 

Universitas Indonesia 

Analisis Kepastian..., Nur Aini Mutmainnah, FH UI, 2009



18 

2.3. SY ARA T PEMUNGUTAN PAJAK 

Agar dapat mencapai keadilan dalam pemungutan pajak, maka pajak harus 

dipllllgut berdasarkan empat syarat tertentu, Keempat syarat tersebut adalah sebagai 

berikut:42 

a. Syarat Yuridis 

Pemungutan pajak di negara hukum segala sesuatunya harus diatur 

dengan Unrlang-Undang. Di dalam Pasai23A Amandemen ketiga UUD 1945 

dinyatakan bahwa "Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk 

keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Dengan demikian, hulrum 

pajak harus dapat rnernberikan jamirum bagi tercepainya kepastian hukum dan 

keadilan. Jruninan uri diberilG1n keparla pihak-pihak yang berkaitan dengan 

pemungutan pajak, yaHu petugas pajak dan Wajib ~ak. 43 

Dengan berpijak pada ketentuan Pasal 23A Amandemen ketiga 

UUD 1945, makadari sisi hukum pengaturan pajak tidak boleh dilimpahkan kepada 

Undang-Undang dibawahnya. Namun dengan di!etapkannya Undang-Urnlang 

Nomor l 0 Tahun 2004 ten tang Pembentukan Peroturnn Perundang-undangan, yang 

merupukan pengganti TAP MPR Nornor Ill Tahun 2000, mal<a pangaturnn paJak 

boleh dilimpahkan kepada Undang-Undang dibawahnya. 44 

Scbagaimana dinyatakM di dalam Pasal 7 ayat (I) Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2004 ten tang Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan, bahwa jenis 

dan hierd!!ri Pernturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:45 

l. Undang-UndangDasar !945. 

2. Undang-Undang/Peraturnn Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 

3. PeraturanPemerintah. 

4. PcraturanPresiden 

5. PeraturanDaerah 

~~--....... - ... ----
4~ Bohari, Pengrmtar Hukum Pajak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, i999), hal 37. 
43 Bohari, op.cit., hal 37. 
40 /hid, hal 37. 
45 Ibid, hal 37. 
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b. S)Mll Ekonomis 

Menurut syara1 ekonomis~ pemungutan pajak tidak boleb: mengganggu 

keseimbangan kehidupan ekonomi. Di dalam syarnt ekonomis, pajak yang 

dipungut oleh negara tidak: boteh mengakibatkan terharnbatnya kelancaran 

produksi dan perdagangan. Jadi keseimbangan dalam kehidupan ekonomi 

tidak bolch terganggu kerjanya, bahkan harus terns ditingkatkan.46 

S)MllFinansial 

Menlli1lt syarat Jlnansial, pajak yang dipungut digunakan untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunm Agar pajak yang 

masuk ke kas negara lebih besar) maka biaya pemungutannya harus 

diupayakan sekecil-kecilnya. Dengan kala lain, biaya yang dtkeluarkan W1tuk 

pemungutan pajak hendaknya lebih kecil daripada pajak yang !l1llSUk ke kas 

negara. Oleh karena itu, agar keengganan masyarakat dalam membayar 

pajak bisa dipcrkecil, maka pemungutan paja~ harus dilaknkan pada saat yang 

paling mengunttmgkan bagi Wajib Pajak, yaitu harus sedekat mungkin 

dengan saat dipcrolehnya penghasilan.41 

d. Syarnt Rechtsfilosofis 

Syarat ini mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan 11mengapa 

negara berwenang untuk memungut pajak dari warga negaranya." Dengan kata 

lain syarat ini hendak memberikan dasar pembenaran bagi negara untuk 

memungut pajak dari rakyatnya. Ada beberapa teori untuk memberikan 

dasar pembenaran bag[ negara dalam memungut pajak. Toori-teori tersehut adalah 

sebagai berikut:411 

1. Teori Asuransi 

~6 ibid, hal 38. 
~1 ibid, hal 33. 
~ 8 Ibid, hal32. 

Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagal suatu premi asurdllSi 

yang hams dibayar oleh setiap orang karena Ielah mendapalkan 
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perlindtmgan aras hak~haknya dari negara. Teori 1m mengandung 

beberapa kelemahansebagai berikut49 

Dalam hal teljadi kerugian, tidak ada ganti rugi dari negarn; 

Tidak ada hubungan langsung antara jumlah pajak yang 

dibayar dengan jasa-jasa yang diherikan oleh negara karena 

pengertian pajak berbeda dengan pengectian premi. 

2. Toori Kcpcntingan 

Teori ini mengukur besamya pajak sesuai dengan besamya 

kepentingan yang dilindungi. Semakin besar kepentingan yang 

dilindungi, maka semakin besar pajak yang hams dibayar. Hal irri tidak 

se.suai dengan ciri-ciri pajal.;:, karena pajak adalah suatu pembayaran 

yang tidak ada imbalannya socara langsung dapal ditunjuk, T eori m1 

mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut:50 

Tidak sesuai dengan kenyalaan; 

Mengacaukan pengectian pajak dan retribusi. 

3. Trori Bakti 

4
il fbfd, hal 32. 

$J lbfd, hal J2. 
51 Jbtd, hal JJ. 

Menurut teori ini) dasar pembenoran hagl negara dalam 

mcmungut pajak adalah karena negara sebagai perkumpulan individu 

mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kcpentingan umum. Oleh 

karena itu, timbul hak mutlak bagi negara untuk memungut pajak 

kepada rokyatnya. Sebagai tanda bakti kepada negara, rakyat 

mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Teori tm 

mengandung bebernpa kelemahan sebagai berikut:51 

Negara merupakan lembaga yang beisiful: otonter; 

Mengabaikan rasa keadilan dalam pemtulgulan pajak. 
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4. Teori Day.! Pikul 

Menurot toori ini, setiap orang wajib membayar pajak sesuai 

dengan daya pikul masing-masing. Kritik yang diajukan rerhadap teori 

ini adalah bahwa teori ini sebenarnya bukan merupakan teori untuk 

memberikan dasar pembenaran bagi negara untuk memWlgut pajak. 

melainkan merupakan dasar untuk memungut pajak dengan sead.il­

adilny.L" 

2.4. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK 

Asas-asas pemungutan pajak hams diternpkan dalam suatu sistem petpajakan 

untuk mcmb<:rikan kepastian hukum dan keadilan. Ada empat asas pemungutan pajak 

yang disarankan o!eh Adam Smith, yang dikcnal dengan .. The Four lvlaxims". 

Keempat asas pemungutan pajak tersebut adalah sebagai berikul: 53 

a Ast;;EqualilydanEquity 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu harus 

selmbang dengan kemampuan untuk membayar pajak (abdity to pay) dan 

sesuai dengan manfaut yang diterima di bawah perlindungan pemerlntah. 

Setiap warga negara bel]lartisipasi dalarn pembiayaan negara ~ pmporsional 

sesuai dengan kemampuannya masing~masing. Orang yang berada dalam keadaan 

yang santa harus dikenakan pajak yang sama. 54 

b. As!; C(}JtainJy 

Pemungutan pajak tidak boleh sewenang-wenang. Pemungutan pajak 

harus jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat serta 

mempunyal kepastian bukum. Kepastian hukum tersebut diamaranya 

mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, kapan pajak harus dibayar, 

berapa jumlah pajak yang hruus dibayar, dan bagaimana cara membayamya. 55 

>1 ibid, bal33. 
51 Rasin Tafigan, Perpujaka11: Teori drm Aplilmsi, (Jakarla: Raja Gr<~tin.do Persadt>" 200$), hal 120. 
54 Rvsin Tarigan, op.dt, hal 120. 
55 Ibid, hall20. 
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Menurut Mansury, kepastian hukum tersebut mcnyangkut empat hal 

pokok sebagai berikut" 

L Siapa yang barns dikenakan pajak; 

2, Apa yang menjadi dasar pengenaan pajak; 

3, Berapa jumlah pajak yang harus dibayar berda<arl<ml ketentuan tentang 

tarifpajak; 

4. Bagaimana cara membayarjumlah pajak yang terutang. 

Dengan adanya kepastian hukum diharapkan dapat tercapai keadilan 

dalam pemungutan pajak, Penentuan subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, 

dan prosedur pajak yang berdasarkan koadilan itulah yang barns pasti dan 

semul.a. 57 

c. Asas Couvenience 

S!lllt Wajib Pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada 

saat yang tidak menyulitkan bagi Wajib Pajak dan pada saar yang pa.Jing 

baik bagi Wajib Pajak, yaitu saatterdekat dengan diterimanya penghasillln atau 

ketmtungan yang dikenakan pajak. Asas ini disebutjuga dengan "Pay As You 

Eam (PAYE)"," 

d. Asa5 Economy 

Pajak yang mnsuk ke kas negara hendaknya lebih besar 

dibandingkan dengan biaya pemungutannya. Biaya pemungutan pajak 

hendaknya sekecil mungkln. Demikian pula dengan biaya pemenuhan 

kewajiban petpajakan dan beban yang dipikul oleb Wiljib Pajak hendaknya juga 

sekecil mtmgkin.59 

5"" Mansury (3), Pt:Jtlk PrmgJmsilal/ Lrwjlllan, (Jakarta: lnd-Hill-Co, 1996), hal5. 
51 Mansury (3), op.cil., ha! 5. 
5~ Rosin Tnrigan, op.cil., hal120 .. 
59 Ibid, hnll20. 
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Selain .asas-asas pemungutan pajak yang dikemukan di atas, ada juga asas 

penting dalam pemtmgutan pajak yang belwn disarnnkan oleh Adam Smith, tet2pi 

menurut para pakar lainnya penting untuk diternpkan, yaitu:60 

a Asas Pajak Dapat Tercapai (Revenue Adequacy Principle) 

Jesse Bwi<hed seperti yang dikutip Mansury menyatakil!l bahwa asas ini 

dianggap oleh pemerintah sebagai asas terpenting karena berhubungan 

dengan penerimaan pajak. Apa gunanya memungut pajak dan bersusah 

payah memikirkan agar pajak dipungul secara adil dan tidak menghambat 

kegiata.rt pcrekonornian kalau penerimaan pajak yang d!capai tidak memadai 

Asas mi panting dalam mngka mencapai rencana penerimaan peiak yang telah 

ditetapkan61 

b. Asas Netralitas (Neutrality Principle) 

Asas netralitas bertujuan untuk menjaga agar pemungutan pajak: tidak 

rnenghambat kemajuan ekonomi dan mengurangi efisiensi perekonomian 

nasional. Namun demikian, adakalanya pemungutan pajak dengan sengaja dipakai 

oleh pemerinta11 untuk mempengaruhi pofa konsumsi n~ menuju po)a 

hidup sedcrllana 61 

George R. Zodrow and Charles E. Me Lure Jr. sepertl yang dikutip oleh 

Mansury mengernukakan bahwa netralitas dapat dlcapai dcngan mengenakan 

pajak yang sama atas objek pejak y.rng sama Dengan demikian, mengenakan 

pajak yang sama atas jumlah pengbasilan yang sama adalah "!ialan dengan asas 

keadilan dan asas netralitas. 63 

2.5. SISTEM PEMUNGUTA.'fPAJAK 

Pemilihan s.istem pemungutan pajak: akan mernpengaruhi. optirnalisasi penerimaan 

pajak bagi sebuah negara Sistem pemungutan pajak yang dipekai di Indonesia saat ini 

uda!ah Self Assessment S,_vstem Dari asal katanya Self Assessment terdiri dari kata self 

yang artinya sendiri dnn to assess yang artinya menilai atau menghitung. Dengan 

l:rfi Mansury (3), op,ctl., hat 13. 
l>l ibid, hat 13. 
61 ibid, hal 13, 
,.,., ibid, hal 13, 
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demikian Self Assessment berarti menilai alaJJ menghitung sendiri, dalrun hal ini adalah 

kewajiban peqmjakannya." 

Self Assessment System adalah suatu sislem pemungutan fl'!iak yang merniJetik:m 

k<pe=yaan penuh k<pada Wajib Pajak unluk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban 

dan hak perpajakannya. Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetur, 

dan melaporkan sendiri kewajiban pexpt!jakannya. Dalam sistem ini Wajib Pajak harus 

aktif, sejak mendaftarkan diri sebagal Wajib Pajak sampai dengan menetapkan sendiri 

jumlah pajak yang lerulang dalam satu lllhun pajak melalui pengisian Sural Pemberilllhuan 

(SPI) Tahtman 65 

Dalam Self Assessment System, Sumt Pemberitahuan (SPT) yang 

disampaikan Wajib Pajak pada setiap akhir tahun pajak, pada hakikatnya 

merupakan alat pertanggungjawaban Wajib Pajak kepada pemerintah, atas 

kepercayaan yang teiah diberikan kepadanya, Sistern ini dapat membangkttkan 

kesadaran Wajib Pajak untuk lebih berperan aktif dan patuh di dalarn menjalankan 

kewajiban perpajakannya.66 

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ukumn bahwa Wajib Pajak Ielah melaksanakan 

kewajiban perpajakannya dengan baik. Jndil<a>d adan;akeparullllll ini apahila W'!iib P'!iak l<llah 

menghillUJg; memperilitungj<an, men ;<lor, dan melaperi<an srndiri selurub k""1.ljiban l"'P"jakmmya 

scsuai kctcnttk1fl yang berlaku Pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum (law 

enforcement) menjadi hal yang esensial di dalam Self Assessment System agar sistem 

tersebut dapat berjalan lebih efektif.61 

Kepercayaan yang diberikan pcmerintah akan mudah dilalaikan atau 

disalahgunakan oleh Wajib Pajak tanpa adanya pengawasan yang balk, Sanksi 

yang tegas harus diterapkan bagi yang rnelanggar kewajiban perpajakan agar Self 

Assessment System dapat mencapal hasil yang optimal. Wajib Pajak diharapkan 

akan takut untuk mencoba menyalahgunakan dengan sengaja atau melalaikan 

kewajiban perpajakannya karena adanya ancaman sanksi yang tegas. Pemberian 

~ M. Djnfar Saidi, op.cit., ho.l144. 
6

' Ibid, hal 145. 
M Diaz Prhmtara, op.cit., hal23. 
61 fbid, hal 23, 
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sank:si dapat menjadi upaya law enforcement agar ketentuan perpajakan benar~ 

benardipastikan dilaksanakan sepenuhnya oleh Wajib Pajak.611 

2.6. KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN 

2.6.1. KEPASTIAN HUKUM 

Kcpastian hukurn rulalah suatu nilai. Sebagai suatu rulai, esensi dllri kepastian 

hukum rulalah masalah perlindungan dllri tindakan sewenang-wenang. Nilai temebut 

mempuny.ll hubungan )'llllg era! dengan hukurn tertulis. Kepastian hukurn merupakm ciri 

yang tidak dapal dipisahkan dari hukum, terutama hukurn lertulis. Kepastian hukurn 

mempakm salah satu syarnt )'llllg h11IU5 dipenuhi dalam penegakm hukum. Hukurn tanpa 

nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi 

semua.orong.69 

Kepastian hukum ini menjadikan hukum sebagai institusi netral. dengan 

demikian is[ hukum tidak ditafsirkan berat sebelah dan memihak. Setiap hukum 

tertulis harus dirumuskan secara eksplisit, cerrnat, tepat dan diwujudkan dalam 

bentuk Undang-Undang, Namun, kepastian hukum tidak saja memerlukan 

keabsahan Undang-Undang, tetapi juga menuntut isl Undang-Undang tersebut 

dapat dilaksanakan dengan kepastian, yaitu dapat diberlakukan.70 

Kepastian hukum bertujuan memberikan perlindungan kepada individu 

terhadap tindakan sewenang-wenang individu lainnya dan pemerintah. Kepastian 

hukurn dikaitkan dengan apa yang diharapkan individu kepada pemerintah, 

temmsuk kepercayaan akan konsistensi keputusan dan administrasi pemerintahan. 

Kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam setiap sendi 

kchidupan. 71 

Kepastian hukum di dalam Undang-Undang Perpajakan diperlakm untuk 

memberikan perlindungan kepada Wajib Pajak dari tindakan sewenang-wenang petugas 

pajak. Oleh ka.rena itu kepastian hukum sangat terkait dengan kepercayaan Wajlb 

Pajak kepada petugas pajak. 72 

LoS Ibid, hal 126. 
& Sudikno Mertokusu!UQ, Me11genal Hukum, (Yogyakarta: Maju, 1991 ), hal 145. 
70 Soetandyo Wtgnyosoebroto, Menggagns Terwujudnya Peradi!an yang lmlepe11dell dengmt 
Hakim Profesionai yang Tidak Memihak, (Jakarta: Buletin Komisi Yudisial VoUNo.3), hall6, 
" Soetandyo Wiguyosoc:hro!o, op.cir., ball6. 
n M. Djafar Saidi.op.cit, ltal 146. 
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Kepastian hukum di dalam Undang-Undang Perpajakan sangat terganlung 

pada susunan kata, susunan kalimat, penggunaan istilab dan pembakuan istilah. 

Dalam pembakuan istilah atau pemberian definisi harus diupayakan tidak 

terdapat ceiah (loop holes) yang dapat diartikan lain. Di samping itu juga barns 

diupayakan tidak memberikan definisi terlalu luas sehingga suHt dipahami dan 

menambah ketidakpastian hukum.73 

Dalam membuat Undang~Undang Perpajakan, harus diusahakan supaya 

ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut jelas, tegas. dan tidak 

mengandung arti ganda. Ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang 

Perpajakan juga tidak boleh memberikan keragu-raguan dan harus dapat 

ditcrapkan secara konsisten untuk keadaan yang sama secara terus~menerus.14 

Undang-Undang Perpajakan harus disusun sedemiklan rupa sehingga 

tidak menimbulkan peluang kcpada siapa pun untuk rnemberikan penafsiran 

berbeda dengan yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang. Karena tanpa 

kepastlan hukum, maka keadilan tidak dapat dicapai.75 

Untuk memberikan kepastian hukum di dalam Undang-Undang 

Perpajakan, perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu:76 

a. Maleri/obyek 

b. Subyek yang lerkait 

c. Pendefinisian 

d. Penyempltan dan perluasan materi 

e. Penggunaan bahasa hukum dan istilah yang baku 

Matcri/Obyek 

Materi/obyek harus diuraikan secara jelas dan tegas, tidak lllenimbulkan 

keragu-raguan serta tidak menimbulkan kesempatan kepada pihak mana pun 

untuk mcmberikan penafsiran lain. Penggunaan bahasa dan cara menguraikan 

mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kejetasan dan kepastian hukurn. 

n Rochmat Soemirro (4), Pajak Dixinjau Dori Segi Hulwm, (Bandung: PT, ETCSCQ, 1988), hal6, 
74 RoclumH Socmitro (4), op.cft., hal6. 
~> Ibid, hal 7 _ 
16 Ibid, ha!7. 
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Demikianjuga penggunaan istilah yang sudah baku akan mempertinggi keje1asan 

dan kepastian hukum. 77 

Subyek yang Terkait 

Subyek yang terkait harus diuraikan secara jelas dan tegas dengan 

menyebutkan kualifikasinya, sifat, cirij tempat. dan waktu. Subyek dan obyek 

harus didefinisikan sedemikian rupa sehingga tidak dapat ditafSirkan Jain. Jika 

masih dapat ditafslrkan Jaln, mungkin akan terjadi bahwa subyek atau obyek yang 

tidak: tercakup dalam definisi itu akan dapat dimasukkan di dalamnya. Hal ini 

akan berakibat bahwa sesuatu yang semula tidak dikenakan pajak, menjadi 

dlkenakan pajak. 78 

Pendefinisian 

Dalam pendefinisian harus dijaga supaya tidak terdapat celah (loop holes) 

yang dapat diartikan lain. Pendefinisian harus dilakukan secaro jelas agar Iebih 

mudah dimengerti. PendefinisJan dapat dilakuka:n secara jelas biJa di dalamnya 

tercakup unsur-unsur dan ciri-ciri dari hal yang akan didefinislkan. Di samping 

itu dalam pendefinisian juga harus diupayakan supaya tidak terlalu luas sehingga 

sulit dipahami dan mengurangi kepastian hukurn. 79 

Jika pendefinisian dilakukan secara tidak jelas, maka akan mengurangi 

kepastian hukum. Setiap orang akan berusaha untuk memberika.n penafsiran 

menurut seleranya masing-masing dan menimbulkan kesimpangsiuran. Secara 

praktis para pelaksana akan memberikan penafsiran karena secara Jangsung harus 

menerapkan ketentuan tersebut. Mungkin juga para pelaksana di tempat lain akan 

rnemberikan penafsiran yang berbeda.:ro 

Sistematika pendefinisian mempunyai peranan yang sangat penting. 

Pcndefinisian dapat dilakukan secara luas dan secara sempit, keduanya 

mempunyai konsekuensi masing~masing. Pendefinisian secara sernpit. tebih 

memberikan kepastian hukum karena menggunakan cara yang tegas dan jelas. 

17 ibid, hal7. 
1illbiri, hal?, 
19 Rochmat Socmilro {l), Asas dan Dasar Perpajakau J, (Bandung; PT, Refika Aditama, 2004), 
!u~:L 22. 
w Rochmat Soemitro (4), op.cit., hal9. 
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Dalam hal ini, yang tennasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Perpajakan 

terbatas yang disebutkan saja, sedangkan yang tidak disebutkan secara positif, 

tidak tercakup dalam ruang lingkup Undang-Undang Perpajakan." 

Penyernpitan dan Perluas:an Materi 

Penyempitan dan perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus 

dilakukan dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan untuk memberikan 

kepastian hukurn. Penyempitan dan perluasan materi sama sekali tidak 

dibenarkan jika dilakukan dengan peraturan yang lebih rendah dari Undang­

Undang Perpajakan atau dilakukan dl dalam memori penjelasan. 82 

Jika ketentuan sernacam itu dimasukkan ke dalam memori penjelasan atau 

dituangkan ke da!am peraturan pemerintah, keputusan presiden atau keputusan 

mcnteri, maka pe11yempitan dan perluasan materi tersebut tidak mempunyai 

kekuatan hukum dan dapat mengurangi kepastian hukum. Apabila hal ini terjadi 

dalam praktek dan mcnjadi sengketa antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal 

Pajak, muka harus diputuskan oJeh pengadJlan.3
J 

Penggunaan Bahasa Hukum dan lstilah yang Baku 

Kapastian hukum sangat ditentukan oleh penggunaan bahasa hukum yang 

tepat dan istilah yang baku. Bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang 

mempunyai sifat yang khas dan lazim digunakan oleh para ahli hukum. Bahasa 

hukum harus singkat, tegas, jelas, tidak mengandung keragu~raguan dan tidak 

rnengandung arti ganda. 84 

Karena bahasa hukum merupakan bahasa Indonesia, rnaka kepastian 

hukum juga ban yak bergantung kepada penggunaan bahasa tndonesia yang baik 

dan benar. Penggunaan bahasa lndonesia harus tunduk kepada norma-norma 

bahasa Indonesia yang sudah baku. Jika di dalam bahasa hukum tenlapat istilah 

yang sudah dibakukan, maka sebaiknya istilah tesebut digunnkan di dalam 

~ 1 Ibid, hal 9. 
~1 !bid, hu!IO. 
:n !bid, hal I 0. 
"
4 !bid, l1al I 0. 
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Unrlang-Undang Perpajakan. Istilah yang baku sebalknya digunakan secara 

konsisten dan pasii.85 

Dalam pendefinisian. henrlaknya digunakan istilah yang sama karena 

penggunaan istilah yang berlaimm dan tidak konsisten. dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Oalam menyusun Undang-Undang Perpajakan, bahasa 

harus digunakan dengan hati-hati !<arena ketidakjelasan isi Undang-Undang 

Perpajakan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan sengketa 

yang berkepanjangan. 86 

2.6.2. KEADILA. 'I 

Menurut Hans Kelsen keadilan arlalah suatu tatanan mas:;arakat yang mengatur 

hubungan timbal balik antru: manusia dan memberikan perlindungan bagi mereka yang 

mencari kebenarnn, Keadilllll adalah tingkah laku manusia sesuai dengan tatanan 

masyarakat yang dipandang adil dan memuaskan semua orang.n 

Mcnurut Hans Kelsen, upaya Ul1tuk: memuaskan keadil.an bagi setiap orang sulit 

diwt~udkan, karena itu penekanan keadilan difokuskan kepada pendapat mayoritas. 

Keadilan yang dirnakan oleh mayoritas penduduk dapat dipandang sebagaj keadilan yang 

mewakili masyarakat secara umum.88 

:V1enurut John Rawls keadilan adalah sikap tak memihak untuk mewujudkan 

persarnaan dan kewajarnn, Keudilan arlalal1 kewajaran, artinya setiap omng yang ingin 

mengembangkan kepentingann:yu harus menda:patkan kesempat:an yang sama Setiap 

Ol1lilg berlmk meodapadam keadilan yang tidak dapat diganggu gugut oleh siapa pun. 

Upaya untuk mev:ujudkan kesejahteraan sosial tidak seharusnya merusak kehldupan 

indh~du dengan membatasl hak~hak dasar indh~du.s<J 

Ada yang memahami keadilan sebagai kebebasan. sebagai keadaan jiwa atau 

sikap dan sebagai kebenarnn, Bagi yang mendasatkan keyakinannya dari segi kebebasan, 

keadilan adalah bagian mullak da.ri hidup manusia yang memberikan kesempatan ba:gi 

manusia untuk dapat berkembang secara bebas. Bagl yang memahaminya sebagai 

s' Ibid. hal IO. 
ST> fbitf, hal 12 
Ki Hans Kelsen, What is Justice? Justice Law and Politics in the Mirror of Science, {Los Angeles: 
Universi!)' of California Press, 1957), bal l. 
02 Hans Kdsen, op,cit., hal l. 
&
9 Jotm Rawls, A Theory of Jusll'ce, (Massachusetts: Harvard University Press, 1995), hall I 

Universitas Indonesia 

Analisis Kepastian..., Nur Aini Mutmainnah, FH UI, 2009



30 

keadaan jiwa atau sikap, keadilan bukanlah sesuatu yang dapat diubah SCClll11 logika atau 

penalaran, melainkan melibatkan keseluruhan pribadi seseoomg Selanjutnya bagi yang 

menekankan pada kebenarnn, keadilan adalah suatu usaha untuk mendapatkan kebenarnn 

dan bartindak adil artinya bertindak socru:a benar." 

Aspek penting dalarn keadilan adalah mengbapuskan sisi-sisi perbedaan antara 

im.lividu dengan golongan dan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. 

Keadilan sebagai sesuatu yang berimbang adak harus selalu sarna be!"lll, tetapi juga harus 

ada harmonisasi antrua bagian-bagian atau pihak-pihak sehingga membentuk suatu 

kesatuan yang hannonis_ Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempal yang benar, 

untuk itu diperlukan kearifan dari anggota rnasyarakat yang terlibat dalarn pembuatan 

keputusan.91 

Menurut Daniel Webster kC8.dilan adalah kepentingan manusia yang paling luhur. 

Keadilan selalu dicari orang tanpa henti, dipeijuangkan orang dengan gigih, dan 

dinantikan orang dengan penuh kepeo:ayaan diri. Setiap ornng akan rnenC!llang dengan 

sekerns-kerao;nya apabila keadilan tidak dibenkan92 

Menurut Aristoteles kendilan adolah suatu kebyakan yang aturan-aturannya 

menjadi dusar drui peraturan negara dan aturan-aturan Jni merupakan ukur.m tentang apa 

yang hak. Dalam hal ini orang hams mengendaJikan diri tidak memperoleh keuntungan 

bagi diri sendiri dengan earn merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau 

menolak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain.91 

Menmut Aristoteles hukum hertujuan untuk. menciptakan keadilan. Sesuai dengan 

tujuan hukum itu, maka tujuan hukum pajak pun adalah untuk menciptakan kendilan. 

Dengan demikian, setiap ketentuan yang a<la di dalarn Undang-Undang PC!pajakan barus 

mencenninkan keadHan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut harus dibuat dengan 

memperhatikan perkembangan yang teljadi di masyarakat dan hams dilandasi oleh tujuan 

yang jelas agar dapat diterapkan dengan adil. Ketentuan Undang-Undang Perpajakan 

hill1lS jelas, lengkap, dapat diandalkan, tidak mudah berubah-ubah, tidak memungkinkan 

tC!jadin~u penafsiran ganda, dan adil.94 

'lll John Ruwls, op.cit., hal L l. 
91 Kh<tirul Bayan, Penegakan Keadi/m1 di ltulonesla, (Jakana: Ilmialt Publi&hers, 2004), hal 151. 
92 (sf! Si11dian Djajadiningrat, op.cil., hal29. 
9
J Ibid, hal 29. 

'J
4 Sri Pudyatmoko (l), op cir., hall3J. 
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Keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam peraturan 

perundang-undangan maupun dalarn prnktek sehari-hari. Setiap anggata masyarn!m! 

khususnyamasyaraka! yang tergolong sebag;ll Wajib Pajek menginginkan adanyakeadilan dan 

kepasuan hukum, Oleh karena ilu diperlukan Undang-Undang Perpajakan y.mg memberikan 

l=dilan dan kepasrian hukum keparla Wajib Pajak Kepastian hukum alas sua!u Undang­

Undang Perpajakan hams mencerminkan keadilan di dalam masyamka!.95 

Betkenaan dengan keadilan dalam pemungulan pajak, Musgrnve herpendapa! 

bahwa ada dua pendckatan dalum menentukan keadilan, yaitu:96 

a Prinsip Manfaat(Bet1,..;1 Principle); 

b. Prinsip Kemampuan Membayar(Abilily to Pay 171'naple) , 

Plinsip Manfaat 

Pendekatan dengan prinsip manfaat menyatakan bahwa suatu sistern 

pernungulan pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib 

Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya darijasa-jasa pemerintah. Berdasarkan 

prinsip ini, maka sistem pemungutan pajak yang benar-benar adil akan berbeda-beda 

lergantung pada struktur pengeluaran pemerintah.97 

Priru;ip Kenampuan Membayar 

Pendekatan dengan prinsip kemampuan membayar menyatakan bahwa 

pen:konomian dan pembangunan memndukan suatu jaminan penndmaan pajak tertentu, dan 

setiap Wajib Pajak diminta untuk ikut rnembiayai sesuai dengan kemampuannya. 

Dalam hal lni setiap Wajib Pajak harus menyumbang sesuai dengan kemampuannya 

masirtg~rnasing. 98 

"1 Wirawan B. llyas dan Rich;mi Burt:Qn, Hukum Pajak, {Jakarta: Salemba Emp:a!,lOOS), hall 57. 
~"Richard A. Musgrave and Peggy f.t Musgrave, Public Finance in Theory ami Practice, (Singapon:: 
McGraw-Hill Book Company, 1993}, hal223. 
~1 Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, op.cir , hal 223. 
q!i. Ibid, hal 223. 
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Mansury rnembedakan keadilrul dalam pemungutan pajak menjadi dua macarn 

yaitu keedilan horizontal dan keadilan vetiikal. Keedilan horizontal adalah keedilan yang dicapai 

melalui pengenaan pajak yang sama atas penghasilan yang sama, tanpa rnembedakan 

jenis-jenls penghasilan. Sedangkan keadilan vertikal adalah keadilan yang dicapai 

melalui pengenaan pajak yang berbeda atas penghasilan yang berbeda Semakin 

besar jwnlah penghasilrul seorang Wajib Pajak, maka semakin besar tarif pajak yang 

harus dikenakan atas penghasilan Wajib Pajaktersebul99 

2.7, FUNGSI SA:-iKSI ADMINISTRASI 

Fungsi sanksi dalam hukum untuk memberi wibawa kepada hukum dan 

memaksa setiap orang untuk mematuhi hukum. Sanksi hukum hams dapat 

dipaksakan, karena hukum tanpa sanksi tidak dapat ditegakkan dengan baik. 

Hukum pajak mernberikan kewajiban kepada para warga negara untuk ik:ut serta 

dalam pernb1ayaan ncgara, yang berguna bagi kesinambungan hidup negara. O!eh 

karena itu, sanksi memegang peranan yang sangat penting di dalam hukum pajak. 

Sanksi di dalam hukurn pajak merupakan alat utama untuk memaksa seseorang 

mematuh[ ketentuan Undang-Undang Perpajakan. 100 

Pada umumnya Wajib Pajak enggan membayar pajak karena pajak tidak 

memberikan imbalan yang langsung dapat ditunjuk. Oleh karena itu, pemerintah 

harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat tu1tuk meningkatkan 

kepatuhan Wajlb Pajak. Di samping itu, juga diperlukan adanya sanksi yang 

dapat digunakan untuk memaksa Wajib Pajak agar mematuhi ketentuan Undang­

Undang Perpajakan. Sanksi diharapkan dapat memberikan dampak kepada 

peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan perundang~undangan yang herlaku, 101 

Undang-Undang Perpajakan memuat ketentuan mengenai sanksi administrasi 

yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban 

perpajakan sebagairnana ditentukan di dalam Undang~Undang Perpujakan. Sanksi 

administrasi sebagai upaya untuk memaksa Wajib Pajak agar mematuhi ketentuan­

ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajlban di bidang perpajakan. 

w Mansury (3), op.cil., hal9. 
100 Rochmat Soemitro (4), op.cit., hal 89. 
1m Ibid, hal 89. 
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Sekahpun sanksi administrasi sebaga.i upaya untuk: memaksa Wajib Pajak, namun 

petugas pajak tidak boleh sewenangwwenang dalam menerapkannya. 102 

Ketentuan mengenai pengenrum sanksi administrasi merupakan wujud law 

enforcement terhadap Wajib Pajak. Sanksi admlnistrasi adalah sanksi yang 

dikenakan kepada Wajib Pajak karena melaknkan kesalahan administratif dengan 

tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang~undangan perpajakarl Sanksi administrasi 

selalu berupa "sejumlah uang", baik suatujumlah tetap atau suatu perkalian atau persentase 

dari jumlah pajak yang terutang Sanksi administrasi dapat dibadakan menjadi tiga 

macam, yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan.10
l 

Dalam hal ini, yang mengenakan sanksi administrasi adalah petugas pajak yang 

telah diheri wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan di dalam 

Undang-Undang Perpajakan. Namun demikian, dapat saja teqadi dalam praktek, balbwa 

sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak, disebabkan oleh ketidaktelitian 

petugas pajak sehingga membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak 

memahami paraturan perpajakun. 104 

Penerapan sanksi administrasi akan lebih efektif jika imbangi dengan 

penyuluhan kepada Wajib Pajak. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

pemahaman Wajib Pajak terhadap paraturan perpajakan dan meningkatkan 

kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajlban perpajakan. Oleh karena 

itu, penyuluhan yang efektif kepada masyarakat sangat diperlukan. di samping 

adanya penerapan sanksi administrasL 105 

Penerapan sanksi adrninistrasi yang cepat, tepat~ dan tegas, akan 

memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraluran 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan sanksi administrasi 

harus dilakukan dengan adil untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam 

pelaksanaan kewajiban perpajakan. 106 

l&l :V1. Djafar Saldi, op.cit. hal265. 
nn Ibid, hal 265. 
tl)l. Jbfd, hal 266. 
1
"

1 Ibid, hal 266. 
we. Ibid, hal267. 
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Wajlb Pajak mempunyai hak seluas-luasnya untuk mencari keadilan 

apabila da1am pengenaan sanksi arlrninistrasi merasa diperJakukan tidak adil. Hal 

ini dapat dilakukan melalui penga.juan permohonan pengurangan atau penghapusan 

sanksi adminisln!Si. Di dalam Pasal 36 ayat (!) hill1lf a UU Kl.iP diatur mengenai 

kewenangan Direktur Jenderal Pajsk untuk mengur:mgkan all!u menghapuskan sanksi 

administrasi yang dlkenakan karena kekhiJafan Wajib Pajak atau bukan karena 

kesalahannya 101 

Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi adminisln!Si yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau 

bukan karena kesalahannya, mak.a Wajib Pajak hams memenuhi persya.ratan sebagai 

IJerikut: I OS: 

a. 1 (satu) pemmhonan untuk I (satu) surat ketetapan pajak; 

b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk rnendulrung 

permohonannya; 

c. Pennohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak ternpat Wajib 

Pajak terdaftar; 

d. Permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan 

ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan 

surat kuasa klmsus. 

Tidsk melebilri jangks waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan sural 

ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangks 

waktu =but tidak dapat dipenuhi kan:na keadaan di luar kekuasaannya 

2.8. KEKRILAFAN DAN KESALAHAN 

2.8.1. KEKHILAFAN 

Keldulafan menumt Rochmat Soemitro adalah kesalahan yang dilakukan tidsk 

dengan sengaja, melainkan te!jadi karena pelakunya khilaf, kunmg mempethatikan keadaan 

atau alpa Misalnya: Wajib PaJak sedang berada di luar negeri atau sedang saldt 

keras. sehingga Wajib Pajak tersebut lupa untuk melaporkan Surat Pemberitahuan 

107 [bid, hal267. 
19

g Ibid, hal 267. 
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(SPT) tepat pada waktunya. Sebagai akibatnya petugas pajak mengenakan sanksi 

administrasi atas keterlambatan peJaporan SPT tersebut. Sanksi administrasi itu 

dikenakan !<arena kekhilanm Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan yang 

disengaja.'09 

Menurut Kamus Hukum kekhilafan berarti kealpaan. kelalaian, kurang 

mengindahkan, kurang memperhatikan, dan kurang bati-hati. Dl dalam kekhilafan 

terdapat adanya faktor ketidakhati-hatian. 1 10 

2.8.2 .. KESALAHAN 

Kcsalahan menurut Rocbmat Soernilro adalah perbuatan melanggar peraJuran ysng 

dilakakan dcngan sengaja dan secarn sadar. Misa!nya: Wajib Pajak dengan sengaja dan 

secarn sadartidak menyerorl<an pajak ysng terutang tepa! pada waktuny.;. Sebagai akibatuya 

petugas pajak mengenakan sanksi administrasi atas keterlambatan penyetoran 

pajak tersebut Sanksi administrnsi itu dikenakan karena kesalahan Wajib Pajak 

yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar. 111 

Sengaja berarti kehcndak yang disadari untuk melakukan perbuatan 

tertentu. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berarti dilakukan secara sadar. 

dan akibat dari perbuatan tersebut memang dikehendaki. Menurnt Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, sengaja berarti dimaksudkan dan tidak secara kebetulan. 

Dengan sengaja herarti menghendaki dan mengetahui. 111 

It? Rochmat Soemitro (3), As as dan Dosar Perpajakan 3, (Bandung: PT. Eresco, 1989}, hal I 6. 
110 Moeljatno, Asas-Asas Hr;/wm Pidana, (Jaknrtit PT. Rineka Cipta, 2002), hall98. 
111 Rochmat Soemitro (3), op.cit., ball6, 
111 Andi Hamzah, Asas-Asru Hukum Pidmra, (Jakar1a; PT. Rineka Clpra, 1994), hall06. 
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KEHIJAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN 
SANKS! ADMINISTRASI 

3.1. SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA, DENDA, 

DAN KENAIKAN 

Cndang-Undang Perpajakan memuat ketentuan mengenai sanksi administrasi 

yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban 

peipajakan sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Peipajabm. Sanksi 

administrasi sebagai upaya untuk mernaksa Wajib Pajak agar mematuhi ketentuan­

ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan. 

Sekalipun sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa Wajib Pajak, namun 

petugas ptYak tidak boleh sewenang-wenang dalam menerapkannya. 113 

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrasi merupakan wujud !cnv 

enforcement terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pe!plljakan 

dengan baik. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak 

yang rnelakukan kesatahan administratif karena tidak memaluhi kelentuan pernturnn 

perundang-undangan pe!plljakan. Sanksi admmistrasi selalu berupa 'ii'liumlah uang", baik 

sualu jumlah tetap atau SWitu perl<alian alau pan;entase dan jumlah pajak yang lerulanJ> 
1

" 

Sanksl administrasi dapat dibedakan menjadi tiga macam. yaitu sanksl 

administrasi berupa bWlga. denda, dan kenalkan. Ketentuan 1entang sanksi administrasi 

diamrdi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

lindang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Ulnum dan Tala Cara 

Perpajakan (UU KUP).115 

3.1.1. SanksiAdminLstrasiBerupaBWJga 

Sanks! administrasi berupa bunga adalah sanksi admllristrasi yang dikenakan 

kepada Wajib Pajak karena melakukan kesalahan administrasif yang terkait dengan 

pelaksanaan kewajiban pembayarnn pajak. Misalnya: Wajib Pajak tidak atau kurang 

membayar pajak yang terutang, Wajib Pajak membayar pajak retapi melewati batas 

113 M. Djafar Snidi, op.cit,, hal265. 
IP /bid, hal 265. 
11 '~ Ibid, hal 266. 
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waktu yang ditentukan. Sanksi administmsi berupa bunga arlalah Slll1ksi administrnsi yang 

dikenal<llJ1 kepada Wajib Pajak dalam mngkamenegakkanhukum pajak116 

Beberapa ketentuan di dalam UU KUP yang rnengatur tentang sanksi 

adminlstrasi berupa bungaantaralain:t 17 

a. Pasal 8 ayat (2): 

Dalam hal Wajib Pajak mernbetulkan sendiri Surat Pemberitahuan 

Tahunan yang mengakibalkan utang pajak menjadi lebil1 besar, 

kepOOanya dikenai sanksi administrasi berupa hunga sebesar 2% (dua 

person) per bulan alas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung 

sejak saat penyampaian Swat Pemberitahuan herakhir sampai dengan 

tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh l (satu) 

bulan. 

b. Paso! 8 ayat (2a): 

Dalam hal Wajib Pajak mernbetulkan sendiri Surat Pemberitahuan 

Masa yang mengakibatkan ulang pajak menjadi lebih besar, kepadanya 

dikenai sanksi administrasi berupa bung a sebesar 2% ( dua persen) per 

bulan alas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh 

tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari 

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

c. Pasal9 ayat (2a): 

116 lbul, hfi! 266. 

Pembayamn atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 ), yang dilakuklm setelah tanggal jaluh tempo pembayaran atau penyelomn 

pajak dikenai sanksi adrrnnistra.'i berupa bunga sebesar 2% (dua persen) par 

bulan yang dihitung deri tanggal jatuh tempo pernbayarm sarnpai dengan 

tanggal pernbayaran, dan bagian dari bulan dihitungpenuh I (satu) bulan. 

1 n UOOang~Gndang Nomor 28 Tahun 2007 tenlaog Perubahan Ketiga alas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 19831emai1tJ K.etentuan Umum dun Tata Cara Perpajakan. 
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d. Pasal9 ayat (2b): 

Alas pembayaran alan penyetoran pajak sebagairnana dimaksud pada ayat 

(2), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Sural 

Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2% (dUJt pen;en) per builln y1llg dihitung mulai dari berakhimya batas waktu 

penyampaian Surnt Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal 

pembayaran, dan bagian dari bulan dihitungpenuh 1 (satu) bulan 

e. Pasal lJ ayat (2): 

Jumlah kelrurangan pajak yang terutang dalam S- Ketetapen P~ak 

Kllrang Bayar sebagalmana dimaksud pada ayat (I) huruf a dan bumf e 

ditambah dcngan sanksi administrasi berupe bunga sebesar 2% (dua persen) 

per bulan paling lama 24 (dua puluh empel) bulan, dihitung sejak saa1 

terutangnya pajak atnu bcralkhimya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, alau 

Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Sural Ketetnpan Pajak Kurnng 

Bayar. 

f. Pasal13 ayat(5): 

Walaupun jangka waktu 5 Oima) tahun sebagalmana dimaksud pada ayat 

(1) telah Iewa4 Surat Ketetapan Pajak Kurang Sayar tetap dapat 

diterbitkan diiambah sanksi adminisirnsi berupa bunga sebesar 48% (erupat 

puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak otau kurang dibayar, 

apabila Wajib Paja!< setelah jangka waktu !eiSebut dipidana karena 

melakukan tindak pidana di bidang pe!]Xljakan atau tindak pidana lainnya 

yang dapat menirnbulkan ken>gian pada pendapatan negara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuata.n hukum tetap. 

Pasall4 ayat (3): 

Jumlah kel<t1rangnn pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak 

sebagalmana dimaksud parla ayat (1) huruf a dan huruf b ditarnbah 

dengan sanksi adminlstrasi berupa bunga sebesar 2% (dun persen) per 

bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung S<;jak-
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terutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 

atau Tahun Pajak sampai denganditeriJillrnnnyaSurat Tagillan Pajak 

Pasall5 ayat(4): 

Apabilajangka waktu 5 Oima) !ahun sebagaimanadimaksudpadaayat (I) 

telah Jewat, Surot Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tetlp dapat 

diterbitkan ditamball sanksi administrasi berupa bunga sebesar 4S% (empat 

puluh delapan parsen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurong dibayar, 

dalam hal Wajib Pajak setelah jangka waktu 5 (lima) tabun tersebut 

dipidana kll:rena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau 

tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 

negara berdasarkan putusan pengadilan yang te]ah mempunyai 

kakuatan hukum tetap. 

1. Pasal19 ayat(l): 

Apabila Surnt Ketetapan Pajak Kurnng Bayar atau Sural Ketetapan Pajak 

Kumng Bayar T ambaban, serta Surnt Keputusan Pembetulan, Sural 

Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan PenirJjauan 

Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang rnasih han.ts dibayar 

be!Wnbah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang bayar, 

atas jumlah pajak yarg tidak atau kurong dibayar itu dikenai sanksi 

adntinisttllSi betupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk 

selumh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan 

tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Sural Tagilun1 Pajak, dan 

bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bularc 

J Pasal 19 ayat (2): 

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa hunga 

sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih 

harus dibayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, 
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k. Pasall9 ayat (3): 

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian 

Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan 

sementara pajak yang terutang sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 

3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenamya terutang, atas 

kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenai bunga sebesar 2% 

(dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhimya batas 

waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sehagalmana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai 

dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut. dan 

bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

3.1.2. Sanksi AdministrwliBerupa Denda 

Sanksi administrnsi berupa denda adalah sanksi ildrninistrasi yang dikenakan kcpada 

Wajib Pajak karena melakukan kesalahan administratif yang terkait dengan pelaksanaan 

kewajiban pelaporan. Misalnya; Wajib Pajak tidak menyampaik.an Swat Pemberitahuan 

dalam jangka wak1u yang telah ditetapkan. Sanksi ildrninistrasi beropa denda adalah san!o;i 

ildrninistrnsi yangdikenakan lrepada Wajib Pajak dalam mngka meneg<Jkkan bukum pajak.1 
" 

Bebernpa ketentuan di dalam UU KUP yang rnengatur tentang sanksi 

administrasl berupa dendaantara lain:119 

a, Pasal 7 ayat (1 ); 

Apabila Sumt Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud .dalam Pasal 3 ayat (3) atau ba!as waktu 

perpanjangan penyampaian Surat Pernberitahuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi bempa denda sebesar 

Rp 500 000 (lima rntus ribu rupiah) untuk Surnt Pemberitahuan Masa 

Pajak Pertambaban Nilai, Rp 100.000 (serntus ribu mpiah) untuk Sura! 

Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) 

untuk Sural Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan W'!Jib Pajak Badan. 

m M. Djnfur Saidi, op.cit., ha1273. 
u~ Undang~Undnng Nomor 28 Tahun 2007 Lentang Perubahan Ketiga ati!S Undang.Undang Nomor 6 
Tal'.un l983 tentang Ketentuan Umum dan Tala Cara Perpajakan. 
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serta sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surnt Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

b. PasalSayat (3): 

Walaupun telah rlilakukan tinrlakan pemeriksaan, tetapi belum 

dilakukan tindakan pcnyldikan mengenai adanya ketidakbenaran yang 

dilakukan Wajib Pl;jak sebagaimlllla dimaksud dalam Pasal 38, terhadap 

ketirlakbenarnn pe!bualan Wajib Pajak tersebut tirlak akan dilakukan 

penyidikan, apabila Wajib Pajak dengankemauan sendiri mengungkapkllll 

kelirlakbenaran pe!buatannya tersebut dengan disertai palunasan keku.rangan 

penlbayanln jumlah pajak yang sebenamya terutang beserta sanksi 

administrasi berupa denda sebesar I 50"/o (seratus lima puluh pen;en) dari 

jumlah pajak yang ku.rang dibaya-. 

c. Pasa114 ayat(4): 

Terhadap pengusaha atau Pengusuha Kena Pajak sebagaimana dimaksud 

pad a ayat (I) huruf d, huruf ~ alau huruf f masing-masing, selain wajib 

menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda 

sebesar 2% ( dua persen) dari Dasar PengenaanPajak. 

3.1.3. Sanl<si Adminislrasillerupa Kenaikan 

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi administrasi yang dikenaksu kepada 

Wajib Pajak karc.'tlll tirlak membayarpajak yang terutang S<SUai doogankeadaan yang sebenamya 

Penge1l!lltl sanksi administrasi berilpll kenaikan dimaksudkan agar W'!iib Pajak tidak berilpllya 

untuk rnelakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat mrnimbulkan kerugjan pada 

pendapatan negara Sanksi administrasi berilpll kenaikan adalah sanksi administrasi yang 

di~'Oilakan kepada Wajib Pl!iak dalam rangka menegakkan hukum Pl!iak.' 20 

J:u M. Djafar Said!, op.cil., bal277. 
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Bebernpa ketentuan di dalam UU KUP yang mengatur tentang sanksi 

administrasi berupa kenaikan antara lain:12l 

a. Pasal8 ayal (5): 

Pajak yang kurang dibayar yang timbu1 sebagai akibat dari pengungkapan 

ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% 

(lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi o1eh 

Wajib Pajak sebehun laporan ten;endiri dimaksud disampaikan. 

b. Pasal 13 ayat (3): 

Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, huruf c, dan huruf d 

ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: 

(1) 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasi1an yang tidak 

ata.u kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak; 

(2) 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak 

ata.u kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak 

atau kurang disetor, dan dlpotong atau dipungut tetapi tidak 

atau kurang disetor; 

(3) I 00% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjuatan atas Barang Mewah yang 

tidak atau kunmg diba.yar. 

c. Pasal 13A: 

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyarnpaikan Surat 

Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pernberitahuan, tetapi 

isinya tidak benar atau tJdak lengkap. atau melarnpirkan keterangan 

yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian 

pada pendapatan negara. tidak dikenai sanksi pidana apabila 

kealpaan tersebut pertama kali di!akukan oleh \Vajib Pajak dan 

Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran 

m Undang~Undang Nomor 28 Tahun 2{)07 tentang Pcrubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 
Tuhun 1983 tenlang Kelenruan Umum dan Tata Caru Perpajakan. 
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jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa 

kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang 

kurang dibayar yang ditetapkan melaiui penerbitan Surat Kererapan 

Pajak Kurang Bayar. 

d. Pasai!S ayat (2): 

Jwnlah kekurangan pajak yang terutang dalam Sumt Ketelap;ln Pajak 

Kurang Bayar Tambahan, ditambah dengan sanksl administt:Jsi berupa 

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekUrll11gan pajak 

1frSclrut 

e. Pasall7 C ayat (5): 

Apabila berdasrukan hasil pemenl<saan sebagaimana dimaksud pada a)"ll (4), 

Direk1ur Jenderal Pajak mensebitkan Sura! Kete!apan Pajak Kurang Bayar, 

jwnlah kekUrll11gan pajak dikanbah dengan sanksi administrnsi berupa 

kenaikan sebesar 100% (serntus p=l dari jumlah kekUrll11gan 

pembayaran pajak 

f Pasall7 D ay~t (5): 

Jika berdasarl<:an basil pemeriksuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

Direktur Jendend Pajak mensebitkan Sumt Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 

jumlah pajak )""g kurang dibayar dikanbah dengan sanksi administrasi 

berupa kenaikan sebesar 100% (serntus persen). 

Dari urnian di atas, secara garis besar dapat dibedakan antarn sanksi administrasi 

berupa bunga, denda, dan kemrikan sebagai bcrikut: 122 

a Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak karena 

melakukan kesalahan administratif yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban 

pembayaran pajak. Misalnya: Wajib Pajak tidak atau kur.mg membayar pajak 

yang terutan& Wajib Pajak membayar pajak tetapi melewali batas waktu yang 

ditentukan. 

m Sony Devano dan Siti Kumill Rahayu. Perpajakmr Ktm.sep, Teori, dau /su, {Jakarta: Kencana, 
2006), ha1198. 
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b. Denda adalah s.ank!i administrasi ;ong dikenakan kepada Wajtb Pljjak !<arena 

melakukan kesalahan administratif yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban 

pelapornn. Misalnya: Wajtb l"ajak ~dak menyampaikan Sllnlt Pemberitahlll!l1 dalam 

jangka waktu yang telah ditetllpkan. 

c. Kenaikan adalah s.ank!i administrusi }Ollg dikenakan kepada Wajib Pajak karena tidak 

membay.!! pajak yang lerulang sesuai dengan keadaan ydllg scl:tenamya: Pengenaan 

s.ank!i adminisln!si berupa kenaikan dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak berupaya: untuk 

mela.~ukan pengllindarnn pembaya:ran pajak !<arena dapat menimbulkan kerugian pada 

pendopatan-

Sedangkan ketentuan mengenai sanksi pidana diatur di dalam Pasal38 dan Pasal 

39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cam 

Perpajakan. Pcrbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal tersebut 

bukan merupakan kesalahan administratif melalnkan merupakan tindak pi dana di bidang 

perpajakan. 

3.2. DASAR HUKUM PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN 

SANKSJ ADMJNJSTRASJ 

Pasal 36 ayat (I) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang~Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, memberikan kewenangan kepada Direktur 

Jenderal Pajak baik secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak unluk 

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan 

kcnaikan yang terutang sesuai denga.n kctentuan peraturan perundang~1.mdangan 

perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak 

atau bukan karena kesalahannya."123 

m Undang-Undang Nomor 28 Tnhun 2007 tentang Pembahan Ketiga atas Undang·Undang Nomor 6 
Tahun 1983 temang Ketentuan Umum dan Tato. Cara Pe1pajakan. 

Universitas Indonesia 

Analisis Kepastian..., Nur Aini Mutmainnah, FH UI, 2009



45 

Sedangkan peraturan pelaksanaan mengena1 pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

21/PMK.OJ/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 tentang Tala Cara Pengurangan atau 

Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Sural Ketetapan 

Pajak atau Sura! Tagihan Pajak yang Tida.~ Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan. 

Ketentuan mengenai persyaratan formal permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi dialur di dalam Pasal 3 ayat (1} Peraturan 

Menteri Keuangan Komor 211PMK.OJI20081angga16 Pebruari 2008. 124 

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (I) huruf a Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut beserta peraturan 

peiaksanaannya, masih dimungkinkan bagi Wajib Pajak untuk mengajukan 

permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan 

karcna kckhiJafan Wajib Pajak atau bukan karena kesatahannya. 125 

Kekhilafun menurut Roclanat Soemitro rulalah kesalahan yang dilakukan tidak 

dengan scngaja, melainkan !etjadi karena pelakunya khilaf, kurang memperhatikan kearlaan 

atau alpa. Misalnya: Wajib Pajak: sedang berada di luar negeri atau sedang saldt 

kerns, sehingga \Vajib Pajak tersebut lupa untuk melaporkan Surat Pemberitahuan 

(SPT) tepat pada waktunya. Sebagai akibatnya pctugas pajak mcngenakan sanksi 

administrasi atas keterla.mbalan pelaporan SPT tersebut. Sanksi administrasi itu 

dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan yang 

disengaja, Menurut Karnus Hukurn kekhilafan berarti kealpaan. kelalaian. kurang 

mengindahkan, kurang memperhatikan, dan kurang hati~hati. 126 

Sedangkan kesalahan menurut Rochmat Soemitro rulalah perlmatan melanggar 

perahlilll1 yang ddakukan dengan sengajadan secara sadar. Misalnya: Wajib Pajak dengan 

sengaja dan secara sadar tidak menyatorkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

Sebagal akibatnya petugas pajak mengcna.kan sanksi administrasi atas 

m Per.atur.m Men!eri Keuangan Nomor 2l/PMK.03!2008 tanggal 6 Pebruari 2008 tentang Tata Cara 
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Admlnistrnsi, PengUI<U:l,gall acw Perr.bataian Surat Kerernpm 
P~ak alatl Sum Tagilian Pajak )"ng T Klak Benar, dan Pembaiall!n Hasit Pemeriksaan. 
11 M. Djafar Saidi, op.cit., hal 265. 
w> Rochmal Soemitro (3), op.cit., hal16. 
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keterlambatan penyetoran pajak tersebut. Sanks! administrasi itu dlkenakan karena 

kesalahan Wajib Pajak yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar. 127 

Beberapa kelentuan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang~Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang memungkinkan untuk dilakukannya 

pengurangan a tau penghapusan sanksi administrasi, antara lain: 128 

a Pa<;al 16ayat(l): 

Alas pennohonan Wajib Pajak atm karenajabatannya, Direlctur Jendernl 

Pajak dapal membetu!kan sural ketetapan pajak, Sw:at TagilumPajak; Sum! 

Kf:pulllSa!l Pembelulan, Sum! Keputusan K<b<>alan, Sur.lt Kepulusan 

Pengumngan Sanksi Administros~ Sum! Keputusan l'mgllapusan Sanksi 

Administtasi, Sural Keputusan Pengurangan Keterupan Pajak, Sw:at 

Keputusan Pcmbatalan Kelelapan P,Yak, Sural Keputusan Pengcmbalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak; alau Surat Keputusan Pemberian lmbalan 

Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan 

hitung, danlatau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peratur;m 

perundang-undangan pe!pajakan. 

b. Pasal36ayat(l)hurnfa: 

Direlctur Jendernl Pajak karena jabatan atau alas pennohonan Wajih Pajak dapal 

rn"%0UI1lllgksn atau menghap'usksn sanksi administrasi berupa bunga, 

denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan 

karena kekbilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya 

Pasal 36 ayat (I) hurufb: 

111 Ibid, hal 16. 

Direktur Jendernl Pajak karenajabatan atau alas permohorum W,Yih Pajak dapal 

mengurangkan atau membatalksn suratkeretapan pajak yangiidak benar. 

\lll Undang-Undang Nomor 28 Tnhtm 2007 lenttmg Perubahan Kctiga atas Uodang-Undnng Nomor 6 
Tahun I 983 tentang Ketcntunn Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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d. Pasal36 ayal{l) hurufc: 

Direktur Jendeml Pl;jak karena jabaJan atau alas pennohonan Wajib Pajak &pat 

mengurangk.an atau rnembatalkan Slml! Tagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalamPasall4 yang tidak benar. 

Pasal36 eyat (l) huruf d: 

Dirakh~ Jendeml Pajak karena jabaJan atau atas permohonan Wajib Pajak &pat 

memhatalkan hasil pemeril<saan P'!iak atau surat ketetapan P'!iak dari hasil 

pemeri!<saan yang dilaksarJakan umpa; 

{ 1) Pcnyampaian surat pemberitahuan basil pemeriksaan; 

(2) Pembahasan akhir basil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. 

Puda Pasal 16 UU KUP yang dapat memberikan kepastian hukum kepada Wajib 

PaJak udalah Din:ktornt Jenderal Pajak, karena dalam hal ini Din:ktur Jendend Pajak 

mempunyai kewenangan untuk rnembetulkan surnt ketetapan pajak yang dalam 

penerbitlll1llya terdapat kesalahan tulis atau kesalahan hitung. Sedangk.an pada Pasal36 UU 

KUP yang dapat memberikan kepastian hulrum kepada Wajib Pajak adalah Pengarlilan Pajak. 

Hal ini diseOObkan apabila Wajib Pajak mernsa tidak puas alas keputusan yang dikeluarklln oleb 

Din:ktur Jendend Pajak, maka Wajib Pajak dapa!mengajukan gugatan kePengadilan Pajak. 

Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

21/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 lentang Tata Cara Pengurangan atau 

Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan a tau Pembatalan Surnt Ketetapan Pajak 

atau Surnt Tagiban Pajak yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksrum, yang 

men.tpakan peraturan pelaksanaan rnengenai pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi diantaranya sebagai berikut: 129 

a Pasall: 

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan 

Wajib Pajak dapat: 

1, Mengurangkan ala:u menghapuskan sanksi administrasi; 

1
"
9 Perarurao Meoteri Keuo.ogon Nomot 21/PMK.03/200S tanggal 6 Pebruari 20Qg tentang Tala Care 

Pengunmgan atau Penghapusan Sanksl Adminisrrasi, Pengurnngan alaU Pembatalan Surnt Kctetapan 
Pajak amu Sur.li Thgifrm Pajak yang T.idak Benar, dan Pemba!:l:Jan Hasil Pemmk.~ 
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2. Mengura.ngkan atau membatalkan surat ketetapan pajak 

atau Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; dan/atau 

3. Membatalkan hasH pemeriksaan atau suret ketetapan pajak: 

hasil pemeriksaan yang penerbitannya tanpa penyampaian 

surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa 

dilakukan pembahasan akhir basil pemeriksaan dengan 

Wajib Pajak. 

b. Pasal2 ayal (l): 

Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasa! 1 rneliputi sanksi administrasi 

berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang dikenakan karena 

kekhilafan Wajib Pajak alau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. 

c. Pasal 2 ayat (2): 

Sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan 

sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi sanksi administrasi 

yang tercantum dalam: 

I. Sural Tagihan Pajak; 

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau 

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. 

d. Pasal2 ayat (3): 

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum 

dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b atau Sural Keletapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya 

dapat dilakukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut: 

l. Tidak diajukan kebera!an; 

2. Diajukan keberatan, tetapi telah dicabut oleh Wajib Pajak; 

Univernitas Indonesia 

Analisis Kepastian..., Nur Aini Mutmainnah, FH UI, 2009



49 

J. Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertjmhangkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana Ielah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007. 

e. Pasal3 ay.ll (I): 

Permohomm untuk rnemperoleh pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hams memenuhi persyaratan 

sebagai berlkut: 

1. 1 (satu) pennohonan untuk 1 (satu) Sural Tagihan Pajak, 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapa.n 

Pajak Kurang Bayar Tambahan; 

2. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa 

[ndonesia dengan memberikan alasan yang mendukung 

permohonannya; 

3. Pennohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayamm Pajak 

tempat Wajib Pajak terdaftar; 

4. Pennohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam 

hal pennohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, 

maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. 

f. l':lsl13a}ffi(2): 

Permohonan yang rldak memenuhi persyaratan sebagairnana 

dimaksud pada ayat (I), lidak dapat dipertimbangkan. 

g. Pasal6 ayat (1 ): 

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. 
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h. Pasal 6 ayat (2): 

Dalam ha] Wajib Pajak rnengajukan pennohonan kedua, 

permohonan tersehut harus diajukan dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak 

ata.s permohonan yang pertama dlkirim. 

L Pasal7ayat(l): 

Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan 

Waj ib Pajak: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam j angka 

waktu paling lama 6 (enam) bu1an sejak tanggal diterimanya 

permohonan Wajib Pajak. 

J. Pasal 7 ayat (2): 

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu 

keputusan, permohonan yang diajokan oleh Wajib Pajak dianggap 

dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak hams menerbitkan 

keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan. 

k. Pasal 8 ayat (I): 

Keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak 

s.ebagaimana dimaksud dahnn Pasal 7 ayat ( l) dapat berupa 

mengabulkan sebagian atau selurulmya, atau menolak permohomm 

Wajib Pajak. 

L Pasal 8 ayal (2): 

Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Direktur 

Jenderal Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menoJak 

atau mengabulkan sehagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (!). 
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m. Pasal 8 ayat (3): 

Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keterangan secara 

tertulis atas pennintrum Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). 

33. PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELF.SAIAN PER:VIOHONAII! 

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-OI/PJ.07/2007 tanggal 8 

Oktober 2007 tentang "Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Pennohonan 

Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 

Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak 

Benar", pada Bab III mengatur tentang "Prosedur Pengajuan dan Penye!esaian 

Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Admlnistrasi" yang dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a Pasalll: 

Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan 

Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

adminlstrasi berupa bunga. denda, dan kenaikan yang dikenakan 

karena a.danya kekhilafan Wajlb Pajak atau bukan karena 

kesalahan Wajib Pajak. 

b. Pasal12: 

Surat pennohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Hanya boleh diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak 

mengajukan kebera:tan atas surat ketetapan pajaknya; 

2. Diajukan atas suatu Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan; 

3. Diajukan secara tertulis dalam bahasa rndonesia; 

4. Disertai dellgan alasan-alasan yang jelas~ 
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5, Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal sural 

ketetapan pajak. kecuali karena keadaan di luar kekuasaan 

Wajib Pajak iforce majeur) yang harus disertai bukti 

pendukung adanya keadaan luar biasa tersebutj 

6. Di!ampiri dengan surat kuasa k:husus, dalam hal surat 

permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak 

sebagaimana diatur dalam. Pasal 32 Undang-Undang KUP. 

c. Pasal 13 ayal(l): 

Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi Wajib Pajak disampaikan secara langsung ke Kantor 

Pelayanan Pajak {KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau melalui 

pos tercatat. 

d Pasall311)at(2): 

Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses 

surat pennohonan pengurangan atau pengapusan sanksi 

administrasi adalah: 

1. Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal surat 

pennohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak 

keKPP; 

2. Tanggat stempel pos tercatat. dalam hat surat permohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

disampaikan melalui pos tercatat. 

e. Pasall4aya!(l): 

Dalam proses penyelesaian pennohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi adrnin1strasi, \Vajib Pajak wajib memberikan 

penjelasan dan!atau pembuktian disertai dengan dokumenfbukti 

dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard copy maupun 

soft copy sesuai surat permintaan dari unit kantor Direktorat 
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Jenderal Pajak yang menyelesaikan permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi. 

f P=I 14ay.tt(2): 

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak wajib 

mernberikan penjelasan dan!atau pembuktian disertai dengan 

dokumen!bukti dan buku~buku pendukung. 

g: P=I l4ll)llt(3): 

Setelah 5 (lima) hari kerja sejak batas waktu sehagaimana 

dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak belurn memberikan penjelasan 

dan/atau pembuktian, maka Wajib Pajak dapat diminta kemhali 

untuk memberikan penjelasan danlatau pembuktiw yang kedua 

disertai dengan dokumenlbukti dan buku-buku pendukung. 

h P=I 14ll}llt(4): 

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pennintaan 

penjelasan dan/atau pembuktian sebagairnana dimaksud pada ayat 

(3) Wajib Pajak wajib memberikan penjelasan dan/atau 

pembuktian. 

l P=I 14ll)llt(5): 

Dalam hal masih diperlukan, Wajib Pajak dapat diminla 

memberikan penjelasan dan/atau pembuktian tambahan, yang 

wajib ditanggapi oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari 

kerja sejak tanggal surat permintaan penjelasan dan/atau 

pembuktian tambahan. 

j. P=I 14ayat(6): 

Oa[am hal Wajib Pajak tidak memberikan penjelasan danlatau 

pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengan 
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dokumenlbokli dan buku-buku pendukung baik dalam bentuk hard 

copy maupun soft copy sesuai surat perrnintaan, maka pennohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi akan diproses 

berdasarkan data yang ada. 

Pasa115 a)ll! (I): 

Wajib Pajak dapat dipanggil untuk melakukan pembahasan 

sengketa perpajakan dan wajib menandatangani Berita Acaro 

Pembahasan Sengketa Perpajakan. 

l Pasall5 a)ll!(2): 

Berdasarkan basil pembahasan sengketa perpajakan, kepada \Vajib 

Pajak akan dikirirnkan Surat Pemberitahuan Hasll Penelitian 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi untuk 

dltanggapL 

m Pasal15 ay.!1(3): 

Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan tertulis atas Surat 

Pernberitahuan HasH Penelitlan Pengurangan atau Penghapusan 

Sanksi Administrasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dalam 

jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Sural 

Pemberitahuan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan 

Sanksi Administrasi dan/atau dapat menghadiri undangan 

pcmbahasan akhir pada waktu yang ditentukan dalam Surat 

Pemberitahuan Basil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan 

Sanksi Admimstrasi. 

m Pasall5ayat(4): 

Hasil pembahasan akhir akan dituangkan dalam Berita Acara 

Pembahasan Akhir dan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan 

atau Penghapusan Sanksi Administrasi dapat disampaikan 

langsung kepada Waj1b Pajak pada pembahasan akhir atau 
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dikirimkan sebagai lampiran Surat Keputusan Pengurangan atau 

Pengapusan Sanksi Administrasi. 

o. l'a5a115 a)'lJ:(S): 

Dalam hal Wajib Pajak tidak menghadiri undangan pembahasan 

akhir, Daflar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau 

Penghapusan Sanksi Administrasi akan dikirimkan sebagai 

lampiran Surat Keputusan Pengurangan atau Pengahpusan Sanksl 

Admlnistrasi. 

3.4. TATA CARA PENYELESAIAN PERMO HONAN 

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS I 

ADMINISTRASI Dl KANTOR WILAYAH DIRI':KTORAT 

JENDERAL PAJAK 

Pada Lampiran I Peraturnn Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-071PJ/2(l()g tanggal 

3 Maret 2008 tentang "Peruballall Kesembilan alas Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada 

Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak'' ditegaskan bahwa penyelesaian 

perrnohonan pen&'Urnngan atau pengbapusan sanksi adminisuasi Pasal 36 a)"ll ( 1) huruf a 

UU KUP, menjadi wewenang KepalaKantor Wilayah Direktorat Jendend Pajak. 

Tala cam penyelesaian pennohonan pengunmgan atau penghapusan sanksi 

admlltislrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jendend Pajak adalah sebagai berikut"0 

a. Kantor Pclayanan Pajak (KPP) meny<U11paikan berl<as-berkas pcnnohonan 

pengurnngan atau penghapusan sanksi admlltistrasi ke Kantor Wilayah. Berkas­

berl<as ter.rebut !crdiri dari: Surat Pengantar, sural pcnnobonan pengommgan atllu 

pengllapusan sanksi admlltislrnSi dari Wajib Pajak, Lembar Pengawasan Arus 

Dokumcn (LP AD), I em bar isian surat perrnohonan pengunmgan atllu penghapusan 

sanksi administrasi, pemberilahuan surat permohonan pengurangan atau 

p<.'!lghapusan sanksi adrninistrasi memenuhi persyaratan formal, lembar penelitian 

kelengkapen berkas, lembar pengawasan penetitian berkas pengunmgan atau 

n:~ Robert Pakpahan, Sumdanl Operating Procedures: Tara Cam Penyelesaian Permo/loJJan 
Pengrmmgun nlnu Pengllapusau Smrk.;t" Administrasi di Kamvil. (Jakarta; Depnrtemen Keuang<tn 
Repubtik Indonesia. Dlrektornt Jcnderal Pajak), l3 Maret 20mt 
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penghapusan sanksi adminisirasi, fotolropi Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas 

Kelja Pemeriksaan. 

b. Kepala Bidang Keberatan dan Banding menerima berkas dalam point I yang telah 

didisposisi oleh Kepala Kantor Wilayah dan memberikan disposisi kepada Kepala 

Seksi Kebcratan dan Banding Wltuk mempmsesnya 

c. Kepala Seksi Keberntan dan Banding meneliti berl<as pennohonan pengurangan 

atau penghapusan sanksi administrasi dan menugaskan Pelaksana Scksi Keberatan 

dan Banding untuk membuat Surnt Pemberitahuan Penerimaan Berkas. Surat 

tersebut dikirim ke KPP serelah ditandatangani oleh KepalaKantor Wilayah. 

d. Kepala Bidang Keberatan dan Banding menentukan nama-nama dalam Tnn 

Peneliti, dan menugaskan Kepala Scksi Keberatan dan Banding untuk membuat 

Surnt Tugas. 

e. Tim Peneliti sesuai dengan Surnt Tugasnya melakukan penelitian terhadap 

petmohonan pengurangan al.au penghapusan sanksi administrasi dengan prosedur 

sehagai berilrot: 

L Peneliti mcncatat setiap tahapan penelitian parla Lembar Pengav.>asan 

Penelitian BerkasPengurnngan atau Penghapusan Sanksi Administrasi. 

2. Pembuatan analisis dan pem1inlalln penjelasan danlatan pembuktian: 

(a) l'eneliri membuat analisis dan membual matrik senghe!a 

pengurangan alau penghapusan sanksi administrasi. 

(b) Apabila dibutahkan, peneliti dapat meminla penjelasan danlatau 

pembukrian kepada Wajib Pajak dengan membuat surnt 

pennintaan penjelasan dan/atau pembukrian. 

(c) Apebila dalam jangha waktu yang telab direntukan Wajib Pajak 

tidak memberikan respon. maka peneliti dapal membual sural 

perrnintaan kedua 

(d) Dalam hal rnasih diperlukan tambaban penjelasan danla!au 

pembukrian, peneliti dapat membuat surat permintaan penjelasan 

dan/atau pembukrian tambahan kepada Wajib Pajak. 

(e) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan respon dalam jangha 

waktu yang ditentukan dalam ;wat pernnutaan kerhta atau sw:at 

pem1intaan peujelasan danla!au pembukrian tambahan, maka 
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peneliti rnembuat Berita Acarn Tlllak Mernbetiklm Penjelasan 

dania tau Pembulctill!l. 

3. Pernbahasan sengketa perpajakan: 

(a) Peneliti mernbuat undangan pernbahasan sengketa perpajakan 

kepmla Wajib Pajak alllu perneriksa all!u pihak lain untuk 

melakukan pernbahasan sengketa perpajakan. 

(b) l'eneliti rnernbuat Berill! Acara Pembahasan Sengketa Perpajaka:n, 

yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang hadir dalam 

pernbahasan. 

4. Pembuatau Kertas Ketia Pene~tian dan l..apornn Penelitian Pengurangan 

atau Penghapusan Sanksi Administrosi: 

(a) Peneliti rnembuat Kertas Ketja Penelitian Pengurnngan all!u 

Penghapusan Sanksi Adminis1nlsi. 

(b) Peneliti membuat l..aporan Penelitian Pengunrngan atau 

Penghapusan Sanksi Adminis1nlsi. 

S. Pengiriman Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian danPembahasan Akhir: 

(a) Peneliti membual Sural Pemberitabuan Hasil Penelitian 

Pengw:angan atau Pcnghapusan Sanksi Administ.rnsi, Permintaan 

Tanggapan dan Undangan Menghadiri Pembahasan Akhir, 

PemberitahUllll Dallar Hasil Penelitian Pengurangan atau 

Penghapusan Sanksi Administros~ Surat Tllllggapan Hasil 

Penelitian Pengurnngatl a!au Penghapusan Sllllksi Administrasi. 

(b) Sctelah mencliti tanggapan tertulis dari Wajib Paj~ peneliti dapat 

melakukan pembahasan akhlr. 

(c) Peneliti mcmbuat Dallar Hasil Akhir Penelitian Pengurangan atau 

Penghapusan Sllllksi Adrninistrasi. 

(d) Apahila W,Yib Pajak tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan 

tertulis, pencliti rnembuat Berita Acara Ketidakbarliran Wajib PaJak 

dan Tidal< Membariklm Tanggapan Tertulis dan membuat Daftar 

Hasil Akhir Penelitian Pengurnngan atau Penghapusan Sllllksi 

Administrasi. 
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(e) Apabila Wajib Pajak hadir tetapi tidak memberikan lmlggapan 

tertulis atau Wajib Pajak tidak hadir tetapi memberikan llmggapan 

tertulis, paneliti membuat Berita Acara Memberikanf!'idak 

Memberiklln Tanggapan Tertulis dan Kehadiron!Ketidakbadir.m 

Wajib Pajak dan membuat Daftar Hasil Akhic Penelitian 

Pengurnngan atau Penghapusan Sanksi Administmsi. 

(f) Menyampaikan Daftar Hasil Akhir Penelitian Pengurnngan atau 

Pengbapusan Sanksi Administrasi kepada Wajib Pajak. Apabila 

Wajib Pajak tidakhadir, Daftar Hasil Akhic Penelitian Pengurnngan 

atau Penghapusan Sanksi Adrninistrasi akan dikirim sebagai 

lampirnn Surnt Keputusan Pengurnngan atau Pengbapusan Sanksi 

Administrasi. 

6. Membuat Sural Keputusan Pengurnngan atau Pengbapusan Sanksi 

Adminislrasi, sebanyak 3 (tiga) rangkap sebagai berikut: 

(a) Lembarke-1 tu1tuk Wajib Pajak. 

(b) Lembar ke-2 tu1tukKanlor PelayananPajak. 

(c) lembar ke-3 tmtuk arsip. 

f Kepala Kantor Wilayah menyetujui dan mcnandatangani Lapornn Penelitian 

Pengurnngan atau Pengbapusan Sanksi Arlminislr.lsi dan Surat Keputusan 

Pengurnngan atau Pengbapusan Sanksi AdrninislrasL 

g. Pelaksana Seksi Keberalml dan Banding menatausahakan dan mengirimkan Surat 

Keputusan Pengurangan atau Pengbapusan Sanksi Adminislrasi ke Wajib P,Yak dan 

Kantor Pelayanan Pajak melalui Bagian Umum. 

h. Proses selesai. 

35, UPAYAHUKUMGUGATAN 

Atas Sun<t Keputusan Pengurnngan atau Penghapusan Sanksi Admir.istrasi tidak 

dapat diajakan banding karena Wajib Pajak tidak mempur.yai hak keberatm Namun atas 

Surnt Keputusan Pengurnngan atau Penghapusan Sanksi Administras~ dapat diajakan 

gugatan ke pengarlilan pajak. Yang dimaksud dengan gugatan adalah upaya hukum yang 

dapat dilakakan oleh Wajib Pajak atau Penang,"ll!lg P,Yak tedladap pelaksanaar. panegihan 
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pajak atau temadap keputusan yang dapat di'!iukan guguran berdasarl<an paraturon 

penmdang-undangan pe'J'ajakan yang berlaku, 1" 

Dengan demikian, gugaran dapat diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur di 

dalam Pasal 23 a)"lt (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, yangmenyatakan bahwa:JJ2 

Gugaran Wajib Pajak terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal36 

yang berkaitan dengan Surut Tagihan Pajak, han)"l dapat diajukan kepada badar 

paradi Jan pajak. 

Syarnt-syarat yang harus dipenuhi dalam pengujuan gugutan adalah sebagai 

berikut='" 

a Gugutan diajukan secarn tertulis dalam bahasa Indonesia 

b. langka waktu pengajuan gugatan terhadap Keputusan adalah 30 (tiga pulub) hari 

sejak ranggu\ ditcrima Keputusan )"lllg digugat, Jangka waktu ini tidak mengikat, 

apahila jangka waktu dimaksud tidak dapal dipenuhi karena keadaan di \uar 

kekuasaan penggugut, maka papanjangan jangka waktu )"lng dapat dilakukan 

adalah 14 (ernpat belns) hari terhitllllg sejak bc'fllkhimya keadaan di luar kekuasaan 

penggugat 

c, Terlladap I (satu) Keputusan diajukan I (satu) smat gugatan, 

m Wirawan B. llyas dan Richard Burron, op.cil., hall02. 
111 PuslJ! 23 aya! {2) huruf d Undang-Ur.dnng Nomor 28 Tahun 2007 ienlang Perubalmn Ketiga atas 
Undang~Undang Nomor 6 Tahun 1983 [entang Kctcntuan Umumdan Tata Cara Petpajak:m. 
m Wiruwan B. flyas dan Richard Burton, op.cit., hal 103. 
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ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN 
ATAS PENGURANGAN ATAU PENGHAI'USAN 

SANKSI ADMINISTRASI YANG DIKENAKAN KARENA 
KEKHILAFAN WAJIB PAJAK 

ATAU BUKAN KARENA KESALAHANNYA 
('rF;LAAH PASAL 36 AYAT (I) HURUF a UU KUP) 

4.1. APAKAH KETENfUAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF a 

UU KUP TENTANG PENGURANGAN ATAU 

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI YANG 

DIKENAKAN KARENA KEKHILAFAN WAJIB PAJAK 

ATAU BUKAN KARENA KESALAHANNYA DAPAT 

MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA WAJIB 

PAJAK 

Kekhilafan menurut Rochmat Soemi!ro adalah kesalahan yang dilakukan tidak 

dengan sengaja. melainkan tetjadi karena pelukunya khilaf, kunmg mempe!hatikm keadaan 

atau alpa. Misainya: Wajib Pajak sedang berada di luar negeri atau sedang sakit 

keras, sehingga \\lajib Pajak tersebut [upa untuk rnelaporkan Surat Pemberitahuan 

(SPT) tepat pada waktunya. Sebagai akibatnya petugas paJak mengenakan sanksi 

administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT tersebut. Sanksi administrasi itu 

dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan yang 

disengaja. Menurut Kamus Hukum kekhilafan berarti kealpaan, kelataian1 kurang 

mengindahkan, kurang memperhatikan, dan kunmg hati-hati. 134 

Sedangkan kesalahan menurut Rochmat Soemitro adalah perbtllltan melanggar 

peratw:an y.mg dilakukan dengan sengaja dan secara sadar. Misalnya: Wajib Pajak dengan 

sengaja dan secara sadar Mak menyelllrl<an pajak yang teru!ang tepa! pada waktunya. 

Sebagai akibainya petugas pajak mengenakan sanksi administrasi a.tas 

keterlambalan penyetoran pajak tersebut. Sanksi adminislrasi itu dikenakan karena 

kesa!ahan Wajib Pajak yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar. 135 

IH Rochmat Soemitro (3), op.cit., hall6. 
IH Ibid, hal 16. 

60 Universitas Indonesia Analisis Kepastian..., Nur Aini Mutmainnah, FH UI, 2009



61 

Kepastian hukum adalal1 Slllltu nilai. Sebagai suatu nilai, ese!lSi dari kepastian hukum 

adalalh masalah perlindungan dari tindakan sewerurng-wenang. Nilai tersebut mempunyai 

hubungan yang emt dengan hul,-um !ertulis. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidllk 

dapat dipisahkan dari hukum, terutama hukum tertulis. Kepastian hukum merupakan salah 

satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan 

kehilangan mukua karena tidak dapat dijadikan pedoman parilaku bagi semua orang Llu 

Kepastian hukum ini menjadikan hukurn sebagai institusi netra1 1 dengan 

demikian isi hukum tidak ditafsirkan berat sebelah dan memthak. Setiap hukum 

tertulis harus dirumuskan secara eksplisit. cennat, tepat dan diwujudkan dafarn 

bentuk UndangRUndang. Namun, kepastian hukum tidak saja memerlukan 

keabsahan Undang-Undang, tetapi juga menuntut isi Undang-Undang tersebut 

dapat dilaksanakan dengan kepastian, yaitu dapat diberlakukan.137 

Kepastian hukum bertujuan memberikan perJindungan kcpada individu 

terhadap tindakan sewenang-wenang lndividu Jainnya dan pemer:intah, Kepastian 

hukurn dikaitkan dengan apa yang diharapkan individu kepada pemerintah. 

termasuk kepercayaan akan konsistensi keputusan dan administrasi pemerintahan. 

Kepastian hukum itu harus rnenjadi nilai bagi setiap pihak dalam setiap sendi 

kehldupan. 1311 

Kepastian hukum di dalam Undang·Undang Perpajakan diperlukan untuk 

memberikan perlindungan kepada Wajib Pajak dari tindakan sewenang-werumg petugas 

pajak. Oleh karena itu kepastian hukurn sangat terkait dengan kepercayaan Wajib 

Pajak kepada petugas pajak. Pemarintah dalam hal ini Direktornt Jenderal Pajak berperan 

\Ultuk mengaldualisasikan tujuan lernebut. Bahkan Direktornt Jenderal Paj"'k mempunyai 

peranan untuk menjalankan dan menegakkannya, karena Direktorat Jenderal Pajak harus 

melaksanakan lllnggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang­

Undang Perpejakan-"9 

136 Sudikno Mertokusumo, op.cir., hal t45_ 
m Soetandyo Wignyasoebroto, op.<;iL, hal 16. 
llj Ibid, ha116. 
n-; M. Djafar Saidi, op.cit., hall46. 
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Kepastian hukum sangat diperlukan di dalam Self Assessment System demi 

terwujudnya kepatuhan dan ketertiban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya Self Assessment System dapat be!jalan dengan baik jika ada jaminan 

kepastian hukum di dalam Undang-Undang Perpajakan. Kebijakan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi yang merupakan kewenangan Direktorat Jendernl 

Pajak adalah salah satu ben!uk kepastian hukum bagi Wajib Pajak.140 

Dengan demikian Undang-Unrlang Perpajakan barns memiliki aspek 

kepastian hukum dan harus memenuhi kebutuhan akan keadilan. Ketentuan yang 

ada di dalam Undang-Undang Perpajakan tidak hanya harus dapat diterapkan, tetapi 

kandungon isinyajuga haros dapat diterima masyarakat. 141 

Dengan adanya kepastian hukum, ruaka Undang-Undang Perpajakan tidak 

ditafsirkan berat sebelah dan memihak, sehingga tidak menguntungkan pihak 

yang satu dan merugikan pihak yang tain. Setiap ketentuan di dalam Undangw 

Undang Perpajakan harus dirumuskan secara ekspHsit, cermat, dan tepat. 

Kepastian hukum menuntut isi Undang-Undang Perpajakan dapat dilaksana.kan 

dengan pastl dan tidak ada keragu-raguan.142 

Tidak adanya kepastian hukum berakibat berkurangnya kemampuan 

Undang-Undang Perpajakan untuk memberikan keadilan kepada Wajib Pajak. 

Akibat dari lidak adanya kepastian hul..'Um ini sering kali tidak dltanggapi dengan 

upaya unluk mengataslnya. Meskipun telah disadari dampaknya, narnun rnasih 

banyak pakar yang berpendapat bahwa tidak adanya kepastian hukum bukan 

mempakan kekurangan yang mematikan dalarn bekerjanya sistem perpajakan 

secara keseluruhan. 143 

Pendapat illi tentu saja tidak benar karena tanpa adanya kepastian hukum dalam 

suatu Undang-Undang Perpajakan akan menimbulkan kernguan dan kebingungan bagi 

para Wajib Pajak. Oleh karena itu, Undang-Undang Perpajakan harus jelas agar sedapat 

mungkin tidal< menimbulkan keraguan dan kebingungun. Pasal-Pasal di dalam Undang-

1
"
0 Ibid, hall45. 

1 ~ 1 Sri Pudyatrnoko (2), Penegalum drw Pcrlimhmgwr Hukum di Bidang Pajak, (Jakana: Salemba 
Empat, 2007), hal134, 
:u M. Djafar Saidi, op.ciJ., hal 146. 
l4} Sri Pudyatmoko (2), op.cil., hal134. 
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Undang Perpajak!lll harus sinkron dengan Penjelasannya, karena ketidaksinkrollll!l dapat 

menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. 144 

Undang-Undang Perpajakan harus lengkap. lni berarti bahwa semua hal 

yang perlu diatur harus dicakup di dalam Undang-Undang Perpajakan tersebut. 

Undang-Undang Perp<9akan yang tidak lengkap tentu akan menimbulkan masalah. 

Jika ada sesuatu yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, apakah 

berarti hahwa hal itu tidak dilarang untuk dilakukan. Jangan sampai tidak 

Jengkapnya Undang-Undang Perpajakan akan memberatkan kewajiban atau 

membalasi hak Wajib Pajak, karena tidak dapat dipastikan apakah sesuatu itu 

dapat dilakukan atau tidak, 145 

Undang-Undang Perpajakan juga harus dapat diandalkan. Undang-Undang 

Perpajakan yang sering kali diubah dapal menimbulkan ketidakpastian hukum dan 

keblngungan, baik bagi petugas pajak maupun bagi Wajib Pajak. Oleh karena itu, 

para pembuat Undang-Undang Perpajakan harus memikirkan segala sesuatunya 

dengan hati-hati sebelum rnemberlakukan Undang-Undang tersebut Jangan 

sampai Undang-Undang Perpajakan yang baru saja ditctapkan tidak lama 

kemudian sudah diubah lagi dengan Undang-Undang Perpajakan yang baru. 146 

Selain itu, Undang-Undang Perpajakan yang baik tidak boleh memiliki 

celah (loop holes} yang dapat menimbulknn berbagai penafsiran. Hal ini sangat 

berkaitan dengan kriteria sebelumnya. yaitu Undang-Undang Perpajakan yang 

ditetapkan harus jelas untuk mempermudah pelaksanaannya. Oleh karena itu, 

para pembuat Undang-Undang Perpajakan wajlb membuat PenJ"elasan dari setiap 

Pasal secara lengkap dan memadai. 147 

Untuk memberikan suatu kepastian hukum, maka terhadap sesuatu yang 

perlu diberikan penafsiran. sebaiknya diberikan penafSiran secara otentik. Artinya 

penafsiran tcrsebut dilakukan oleh pembuat Undang-C'ndang Perpajakan dan 

dimuar di dalarn Undang-Undang Perpajakan yang bersangkutan, biasanya dalam 

bentuk pengertian umum atau Penjetasan PasaL Apabila hal ini tidak dilakukan. 

m Ibid, hal 134. 
w Ibid, hal 135. 
1~4 Ibid, hal 135. 
H

7 Ibid, ball35. 
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maka dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, para pelaksana akan 

rnembertkan penafsiran sendiri.t4
B 

Suatu ketentuan di dalam Undang~Undang Perpajakan ada kalanya tidak 

dapat dimengerti secara jelas, schingga perlu upaya penafsiran untuk menerobos 

ketidakjelasan tersebut Ketidakje!asan suatu ketentuan di dalam Undang-Undang 

Perpajakan bisa disebabkan oleh adanya kesenjangan antara ketentuan tersebut 

yang sifatnya tertulis dengan pemahaman Wajib Pajak. Namun ketidakjelasan 

tersebut bisa juga disebabkan oleh adanya ketentuan yang memang tidak dapat 

dimengerti atau bahkan mempunyai bermacam-macam pengertian menurut tata 

bahasa yang dibaca oleh pembaca ketentuan tersebut. 149 

Ada kalanya untuk melaksanakan suatu ketentuan dj dalam Undang­

Undang Perpajakan, para pelaksana di Direktorat Jenderal Pajak harus 

memberikan penafsiran atas ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan ketentuan 

tersehut tidak jelas dan Undang~Undang Perpajakan tidak memberikan penafsiran 

secara otentik. 150 

Penafsiran yang dilakukan oleb para pelaksana di Direktorat Jenderal 

Pajak tersebut tidak rnengikat dan masih dapat dijadikan sengketa oleh Wajih 

Pajak di pengadHan. Jika pengadi)an mengeluarkan putusan atas sengketa 

tersebut, maka putusan pengadilan ini akan mengikat pihak-pihak yang 

bersengketa, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak. Namun putusan ini 

belurn mengikat umum. Jika sudah beberapa kali terjadi pulusan pengadilan 

untuk kasus yang sama, maka akan menjadi yurisprudensi yang dapat dianut oleh 

Direktorat Jenderal Pajak dan dapat dianggap mengikat umum. 151 

Beberapa penafsiran yang sering dlgunakan di dalam hukum pajak 

sebagai alat untuk memahamf Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai 

berikut: 152 

a. Penafsiran Otentik 

b. Penafsiran Sistematik 

c. Penafsiran Sosiologis 

Ns Rochmal Soemitro (2), op.cft., hal22. 
wo~ Wirawan B. llyv.s dan Richard Burton, op.cil., hal43. 
1,;Q Rochmat Soemitro ( l), op.cfl., hal34. 
1
$

1 Ibid, hal34, 
In Wira'\-van B. Ilyas dan Richard Burton, op.cit., ba! <43. 
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d. Penafsiran Historis 

e. Penafsiran Gramatikal 

Ptnafsiran Otentik 

Penafslran otentik adalah penafsiran yang diberikan sendiri oleh pembuat 

Undung~Undang di dalam l:ndang-Undang yang bersangkutan, biasanya 

ditempatkan di daiam Pasal l atau PasaJ-Pasal khusus. 152 Pasal ini memuat arti 

dan maksud dart istilah-istilah yang ada di dalam Undang~Undang Perpajakan. 

Penafsiran atas sesuatu hal yang memerlukan pendefinisian dan penjelasan lebih 

lanjut sebaiknya dflakukan secara otentik. m 

Penjelasan dari suatu Pasal yang dimuat di dalam Tambahan Lembaran 

Negra (TL~l bukan merupakan penafsiran otentik, tetapi hanya suatu Penjelasan 

atas isi suatu Pasal. Penjelasan lni sering kali masih menimbulkan ketldakjelasan. 

dan sering kali juga tidak ada sinkronisasi antara Pasal dan Penjelasannya, 

sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. 155 

Undang-Undang Perpajakan yang baik bendaknya tidak memberikan 

kesempo.tan kepada para pclaksana untuk melakukan penafsiran atas suatu 

ketentuan yang ada di dalam Undang·Undang tcrsebut Namun dalam praktek 

sering kali para pelaksana memberikan penafsiran, Penafsiran inl tldak mengikat 

wa\aupun digunakan untuk meJaksanakan Undang-Undang yang hersangkutan. 

Penafsimn yang diberikan oleh para pela.ksana sangat lernah dan maslh dapat 

dijadikan sengketa di pengadilan, 156 

Penafsir.m Sistematik 

Penafsiran sistematik adalah penafsiran atas suatu ketentuan di dalam 

Undang-Undang Perpajakan yang dilcaitkan dengan ketentuan (Pasal-Pasal) lain 

dart Undang~Undang yang bersangkutan (dalam satu Undang-Undang) atau 

dikaitkan dengan ketentuan (Pasal-Pasal) lain dari Undang~Undang yang lain. 

Scbagaimana diketahui Undang-Undang Perpajakan terdiri atas Pasal-Pasal. 

m Rochmat Soemitro (1), op,cir., hol22. 
m Wirawan B. llyas dan Richard Burt{)n, op.cil., hal 44. 
n~ Ibid, hnl 45. 
1
'" Rochmnt Soemitro (1), op.ci!., hal22. 
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Apabila terdapat Pasa! di da!am Undang-Undang Perpajakan yang tidak jelas 

rnaksudnya, maka dapat mengaitkannya dengan Pasal-Pasal lain dari Undang~ 

Undang yang bersangkutan atau mengaitkarmya dengan Pasal-Pasal lain dari 

Undang~Undang yang lain. 157 

Penafsiran ini dilakukan dengan rnenghubungkan Pasal di dalam Undang­

Undang Perpajakan dengan Pasai-Pasal lain dari Undang-Undang yang 

bersangkutan atau menghubungkan dengan Pasal-Pasallain dari Unrlang-Undang 

lain yang masih ada hubungannya. Kata-kata dalam Pasai tersebut harus 

ditafsirkan daiam hubungannya dengan kalimat yang bersangkutan. Kalimat itu 

juga harus ditafsirkan dalam hubungannya dengan Pasal-Pasallain dari Undang­

Undang yang bersangkutan atau dalam hubungannya dengan Pasal-Pasallain dari 

Undang-Undang yang lain.158 

Pada akhimya, hubungan antara Undang-Undang yang satu dengan 

Undang~Undang yang lain akan membentuk suatu sistem. Hubungan antara 

Undang-Undang Perpajakan dengan Undang-Undang yang Jain rnerupakan suatu 

sistem yang sating berkaita.n, Oleh karena. itu, Undang-Undang Perpajakan dapat 

ditafsirkan dalam hubungannya dcngan Undang-Undang lain. Apabila pembuat 

Undang-Undang Perpajakan tidak menyatakan maksudnya dengan jelas, maka 

para pelaksana akan mcncarl sendiri maksudnya dari Undang-Undang lain yang 

masih ada hubungannya. 159 

Penafsiran Sosiologis 

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran atas suatu ketentuan di dalam 

Undang-Undang Perpajakan yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan 

masyarakat Seperti diketahui bah\va kehidupan masyarakat selaiu berkembang 

dan bersifat dinamis. Sedangkan Undang-Undang Perpajakan yang sifatnya 

tertulis tidak bisa mengikuti dinamika kehidupan masyarnkat yang seJalu 

berkembang [ebih cepat. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara Undang~ 

Undang Perpajakan dengan perkembangan kehidupan rnasyarakat 160 

151 Wirnwan B. Hyas dan Richard Burton, op.cit., hal44. 
IS& Rochmnt Soemitro (1 ), op.cil., hal 22. 
1s9 !bid, hal22. 
160 Wirowan R llyas dan Richard Burton, op.cit, hal44. 
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Penafsiran sosiologis dikaitkan dengan keadaan lingkungan masyarakat, 

sehingga ada sifat sosiologisnya. Penafsiran ini dikaitkan dengan pengertian yang 

terdapat di dalam lingkungan masyarakat. Peristiwa dan kenyataan di dalam 

masyarakat mempenga.ruhi terbentuknya suatu ketentuan, dan sebaliknya 

ketentuan ilu rnempunyal fungsi di dalam masyarakat. Namun penafsiran lni 

membuka kemungkinan adanya tindakan sewenang·wenang. Oleh karena iru, 

penafsiran ini hendaknya hanya dHakukan dalam batas-batas tertentu saja. 161 

Undang-Undang Perpajakan mempunyal tujuan untuk memberikan 

jaminan kepastian hukum kepada Wajib Pajak. Dengan rnengetahui maksud dan 

tujuan dari pembuat Undang-Undang belum cukup untuk mengetahui dan 

memahami isi Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang Perpajakan dapat 

berubah mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat. sehingga tidak 

sesuai lagi dengan maksud dan tujuan sernula dari pernbuat Undang~Undang. 162 

Penafsiran Historis 

Penafsiran historis adalah penafsiran atas suatu ketentuart di dalam 

Undang-Undang Perpajakan dcngan melihat sejarah dibuatnya Undang~Undang 

tersebut. Penafsiran ini dapat dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen 

rapat pada waktu dibuatnya Undang-Undang. Misalnya dokumen rapat para 

pembuat Undang-Undang, dokumen rapat pembahasan antara pemerintah dengan 

DPR. dan dokumen sural-surat lainnya yang dibuat secara resmi baik oJeh 

pemerintah maupun pemerintah dengan DPR. 163 

Penafsiran historis berhubungan dengan sejarah perkembangan Undang~ 

Undang Perpajakan. Sebagaimana diketahui Undang-Undang Perpajakan 

mcmpunyai sejara.h perkembangan dan perubahan berkali-kali. Undang~Undang 

Perpajakan tidak hanya berkaitan dengan Undang-Undang lainnya yang sejajar, 

tetapi juga berkailan dengan Undang-Undang terdahulu, sehingga merupakan 

mata rantai yang saling berhubungan. Oleh karena itu, sejarah perkembangan dan 

peruhahan Undang-Undang Perpajakan penting untuk diketahui. 164 

1111 Rochmat Soemitro (I), op.cir., hal 23. 
~~~Ibid, hal 23. 
161 Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, op.cit., hal44. 
It;;~ Rochmat Soemitro (1), op.cit., hal 23. 

Universitas Indonesia 

I 
' ' 

Analisis Kepastian..., Nur Aini Mutmainnah, FH UI, 2009



68 

Penafsiran ini merupakan cara penafsiran yang sempit, karena hanya 

menengok kembali hingga terjadinya Undang~Undang Perpajakan. Penafsiran ini 

banyak menggunakan bahan berupa laporan-laporan, perdebatan di Parlemen, 

memori penjelasan, jawaban-jawaban pemerintah atas pertanyaan anggota DPR, 

notuJa sidang-sidang komisi, dan sebagainya, Dengan rnenggunakan penafsiran 

ini dapat diketahui maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang atas isl 

suatu Undang-Undang. 165 

Penafsiran Grnmatikal 

Penafsiran gramatikal adaiah penafsiran atas suatu ketentuan dl dalam 

Undang-Undang Perpajakan berdasarkan arti kata*kata dalam kalirnat suatu Pasal 

yang disusun oleh pernbuat Undang-Undang. Apabila kata-kata dalam kalimat 

suatu Pasal sudah jelas maksudnya, maka tidak boleh lagi dilakukan cara-cara 

penafsiran lainnya. Penafsiran gramatikal merupakan cara penafsiran yang 

dilakukan berdasarkan tata babasa. 100 

Sebagaimana diketahui setiap kata dan istilah di datam pergaulan sehari­

hari tentu mempunyai arti. Dernikian juga setiap kata dan istiiah di da1am 

Undang-Undang Perpajakan rnempunyai arti tertentu, yang belum tentu sama 

dengan arti kata dan istilah dalam pergaulan sehari·hari. Jika Undang-Undang 

P(!rpajakan tidak memberikan arti khusus pada kata dan islllah yang terdapat dj 

dalam Undang-Undang tersebut, maka kata dan istilah itu akan diartikan sama 

dengan kala dan istilah dalarn pergaulan sehari-hari. 167 

Pembuat Undang-Undang Perpajakan harus menyatakan rnaksud dari 

suatu Pasal dengan tegas dan jelas, menggunakan kata-kata yang mempunyai arti 

yang pasti agar tidak dapar ditafSirkan lain. Narnun apabila masih terdapat 

keragu-raguan, maka arti kata-kata itu harus dicari sesuai dengan konteks ka1imat 

menurut ilmu tata bahasa. Hal ini dilakukan apabila cara~cara penafsiran yang 

lain tidak dapat memberikan jalan keluar. 1611 

HiS Ibid, ha1 23. 
lti> Wirawan B. Jlyus dan Richard Burton, op.cit., hal45. 
lt.J Ibid, hal 45. 
ltd Rochmat Soemirro {1 ), op.cir., hal 24. 
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Inilah pentingnya pembuat Undang-Undang Perpajakan untuk memilih 

kata-kata yang tepat dalam menyusun kalimat suatu Pasal, sehingga menjadi 

suatu ketentuan yang pasti agar tidak menimbulka.n salah pengertian bagj 

masyarakat yang membacanya. Cara-cara penafsiran sebagaimana telah diuraikan 

di atas tidak ada yang satu lebih utama dari yang lain, namun harus dipillh suatu 

n· I" IM cara pena.stran yang pa 1ng tepaL 

Penafsirnn dilakukan untuk menghilangkan keragu-rnguan dan arti ganda 

demi terwujudnya kepastian hukum di dalam Undang-Undang Perpajakan. Setiap 

orang dapat memberikan penafsiran, namun penafsiran itu tidak mengikaL 

Penafsiran yang mengikat adalah penafsiran otentik dan penafsiran yang 

diberikan oleh hakirn dalam suatu pengadilan.170 

Penafsiran otentik terdapat di dala:m Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 

Talmo 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-T;ndang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal ini memberikan 

arti dari istHah-istilah yang digunakan di dalarn Undang-Undang Perpajakan. 

Tetapi tidak semua istilah yang digunakan di dalam Undang-Undang Perpajaklln 

dljelaskan artinya. Jlka tidak dljelaskan artinya di dalam penafsira.n otentik, maka 

harus dicari di dalam ketentuan khusus atau Undang-Undang tainnya. 171 

Apabi!a istilah dan ketentuan di dalam Undang~Undang Perpajakan tidak 

jelas dan tidak diberlkan penafsiran otentik sehingga mcnimbulkan sengketa, 

maka masalah itu hams dlajukan ke pengadilan yang akan memberikan putusan. 

Putusan itu hanya mengikat pihak~pihak yang bersengketa, baik tentang arti 

istilah maupun maksud dari suatu ketentuan di daJam Undang-Undang 

Perpajakan. L 72 

Penafsiran yang diberikan di dalam memori penjelasan tidak rnengikat 

karena hanya merupakan penjelasan yang akan memudahkan pelaksana. 

Sebaiknya penafsiran dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perpajakan. Istilah 

yang diberikan penafsiran secara otentik menjadi istilah yang baku. yang 

j(,!) !hid, hal24. 
110 Ibid, hal25. 
171 !btd, hal 55, 
m ibid, hal 56, 
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mempunyai pengertian hanya seperti yang didefinisikan di dalam Undang~ 

Undang Perpajakan. 1n 

Tujuan Undang-Undang Perpajakan adaJah memberikan kepastian 

hukurn. Undang-Undang Perpajakan harus dlsusun sedemikian rupa sehingga 

tidak menlmbulkan peluang kepada siapa pun untuk memberikan penafsiran 

berbeda dengan yang dikehendaki oleh pembuat Undang-Undang. Karena tanpa 

kepastian hukum, maka keadilan tidak dapat dicapai. 174 

Dalam membuat Undang-Undang Perpajakan, harus diusahakan supaya 

ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut jelas, tegas, dan tidak 

mengandung arti ganda. Ketentuan yang dimuat di dalam Undang-Undang 

Perpajakan juga tidak boleh memberikan kerag;u~raguan dan harus dapat 

diterapkan secara konsisten untuk keadaan yang sama secara terus-rnenerus. 175 

Kepastian hukum di dalam Cndang-Undang Perpajakan sangat tergantung 

pada susunan kata, susunan kalimat, penggunaan istilah dan pembakuan istilah. 

Dalam pembakuan lstilah atau pemberian definisi harus diupayakan tidak 

terdapat celah (loop holes) yang dapat diartikan lain. Di samping itu juga harus 

diupayakan tidak memberikan definisi terlalu luas sehingga suHt dipaharni dan 

menambah ketidakpastian hukum. 176 

Untuk memberikan kepastian hukum di dalam Undang-Undang 

Pcrpajakan, perlu diperhatikan beberapa faktor, yaitu/77 

a. Materi/obyek 

b. Subyek yang terkait 

c. Pendefinisian 

d. Penyempitan dan perluasan materi 

e. Penggunaan bahasa hukum dan istilah yang baku 

m Ibid. hal 57. 
11~ lbui hal 21. 
115 Rachmat Soemitro (4), op.ciJ., hal 6. 
11

" Ibid, hal 6. 
111 Ibid, hal7. 
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Materi/Obyek 

Materi/obyek hams diuraikan secara jelas dan tegas. tirlak menimbulkan 

keragu~raguan serta tidak menimbulkan kesempatan kepada pihak mana pun 

untuk memberikan penafsiran lain. Penggunaan bahasa dan cara menguraikan 

mempunyal pengaruh yang san gat besar terh.adap kejelasan dan kepastian hukum. 

Demikian juga penggunaan istilah yang sudah baku akan mernpertlnggi kejelasan 

dan kepastian hukum. 178 

Subyek yang Terkait 

Subyek yang terkait harus diuraikan secara jelas dan tegas dengan 

menyebutkan kualifikasinya, sifat, ciri, tempat, dan waktu. Subyek dan obyek 

harus didefinlsikan sedemikian mpa sehingga tidak dapat ditafsirkan lain. Jika 

masih dapat ditafsirkan lain, rnungkin a !<:an teij adi bahwa subyek a tau obyek yang 

tidak tercakup dalarn definisi itu akan dapat dimasukkan di dalamnya. Hal ini 

akan berakibat bahwa sesuatu yang semula tldak dikenakan pajak, menjadi 

dikenakan pajak.179 

Pendefinisian 

Dalam pendefinisian harus dijaga supaya tidak terdapat celah (loop holes) 

yang dapat diartikan lain. Pendefinisian harus dilakukan secara jelas agar lebih 

mudah dimengerti. Pendefinisian dapat dilakukan secara jelas bila di dalamnya 

tercakup unsur-unsur dan ciri-ciri dari hal yang akan dldefinisikan. Di samping 

itu dalam pendefinisian juga harus diupayakan supaya tidak terlalu luas sehingga 

sulit dipahami dan mengurangi kepastian hukum.1
8fl 

Jika pendefinisian dilakukan secara tidak jelas, maka akan mengurangi 

kepastian hukum. Seliap orang akan berusaha untuk rnemberikan penafsiran 

menurut seleranya masing-masing dan menimbulkan kesimpangsiuran. Secara 

praktls para pelaksana akan memberikan penafsiran karena secara langsung harus 

178 ibid, hal7. 
119 1bid, hal7. 
18

" Rochmat Socmitro (I}. op.cii., hal 22. 
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menerapkan ketentuan tersebut Mungkin juga para pelaksana di tempat lain akan 

rnernberikan penaf.'iiran yang berbeda. 181 

Sistematika pendefinisian mempunyai peranan yang sangnt penting. 

Pendefinisian dapa1 dilakukan secara luas dan secara sempit, keduanya 

mempunyai konsekuensi masing-masing, Pendefinisian secnra sempit, leblh 

memberikan kepastian hukum karena menggunakan cara yang tegas dan jelas. 

Dalam hal ini, yang terrnasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Perpajakan 

terbatas yang disebutkan saja, sedangkan yang tidak disebutkan secara positif, 

tidak tercakup dalam ruang lingkup Undang~Undang Perpajakan.182 

Penyempitan dan Perluasan Materi 

Penyempitan dan perluasan materi yang menjadi sasaran pajak hams 

dilakqkan dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan untuk memberikan 

kcpastian hukum. Penyempitan dan perluasan materi sama sekali tidak 

dibenarkan jika dilakukan dengan peraturan yang lebih rendah dari Undang~ 

Undang Perpajakan a tau dilakukan di dalam memori penjelasan. 183 

Jika ketentuan semacam itu dimasukkan ke dalam memori penjelasan atau 

dituangkan ke dalam peraturan pemerintah) keputusan presiden atau keputusan 

menteri, maka penyempitan dan perluasan materi tersebut tidak mempunyai 

kekuatan hukum dan dapat mengunmgi kepastian hukum. Apabila hal ini terjadi 

dalam praktek dan menjadi sengketa antara \Vajib Pajak dan Direktorat Jenderal 

P<\)ak, maka harus diputuskan oleh pengadilan. 184 

Penggunaan Bahasa Hukum dan lstilah yang Baku 

Kapastian hukum sangat ditentukan oleh penggunaan bahasa hukum yang 

tcpat dan istilah yang baku. Bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang 

mempunyai sifat yang khas dan Jazim digunakan oleh para ah1i hukum. Bahasa 

hukum harus singkat, tcgas, jelas, tidak mengandung keragu-raguan dan tidak 

mengandung arti ganda. 135 

1111 Rochmat Soo:milro (4), op.cit., ha19. 
182 lbid, hal 8. 
IU Jbid, hnllO. 
1 s.~, lbid, hnllO. 
m Ibid, hnl10. 
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Karena bahasa hokum merupakan bahasa Indonesia, maka kepastlan 

hukum juga banyak bergantung kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik 

dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia hams tunduk kepada nonna-norrna 

bahasa Indonesia yang sudah baku. Jika di dalam bahasa hukum terdapat istilah 

yang sudah dibakukan, maka sebaiknya istilah tesebut digunakan di dalam 

Undang-Undang Perpajakan. Istilah yang baku sebaiknya digunakan secara 

konsisten dan pasti. 186 

Dalam pendefinisian, hendaknya dlgunakan istilah yang sama karena 

penggunaan istilah yang berlainan dan tldak konslsten, dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum. Dalam menyusun Undang~Undang Perpajakan, bahasa 

harus digunakan dengan hati-hati karena ketidakjelasan isi Undang-Undang 

Perpajakan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rnenimbulkan sengketa 

yang berkcpanjangan. 137 

Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, memberikan kewenangan kepada 

Direktur Jenderal Pajak baik secarajabatan atau atas permohonan Wajib Pajak untuk 

mengurangkan atau menghapuskan sanksi adrninis.trasi berupa bunga, denda. dan 

kenaikan yang terulang s:esuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak 

atau bukan karena kesalahannya. 18
& 

Dari urnian di alas, penulis dapat memberikan anolisis bahwa ketentuan Pasal 36 

ayat (I) huntf a UU KUP tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang 

dikenalmn karena kekhilafan Wajib Pajak alau bukan karena kasalahannya, tirlak 

memberikan kepastianhukum kepada Wajib Pajakkarena: 

a Tidak ada siukronisasi anU!nl Pasal 36 ayat (I) huruf a UU KUP dengan 

PenjelasanPasal36 ayat (I) hurufa UU KUP. 

Pasal36 ayal (I) hurufa UU KUP menyatakan bahwa: 

~~!bid, hal 1 0, 
IS' Jbitf, hal 12. 

Direktur Jenderal Pajak diberik:an kewenangan baik secara jabat:an 

atau atas permohonan Wajib Pajak untuk mengurangkan atau 

mcnghapuskan sanksi administrasi herupa bunga, denda, dan 

!Sl Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga alas Undnng-Vndang Nomor IS 
Tahnn 1983 tentmg Ketenruan Umum dan Tata Cara Perp:ajaJmn. 
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kenaikan yang terutang sesuaJ dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut 

dikenakan karena ke:khilafan Wajib Pajak atau bukan karena 

kesalahannya. 

Sedangkan Peqjelasan Pas a! 36 ayat (I) huruf a UU KUP menyatakan 

bahwa: 

Dalrun prnktik dapat ditcmukan sanksi adminislnlSi yang dikenakan 

kepada W'\iib Pajak tidak tepa!, katena ketidaktelitian perugas pajak 

yang dapat membebani W,Yib Pajak yang tidak bernalah atau tidak 

mcmaharui peraturan perpajakan. Dalam hal yang demikian, sanksi 

administrasi berupa blillga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan 

dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur JernlerniPajak. 

Dari urnian rersebut, dapat dicerrnati bahwa ben:!asatkan ketentuanPasal 36 

ayat (I) huruf a UU KUP, Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau 

menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan 

Wajib Pajak. Sedangkan jika menilik Penjelasan Pasal36 a;·at (l) humf a 

t.;U KUP, maka Direktur Jenderal Pajak dapat mcngurangkan atau 

mcnghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan karena ketidaktelitian 

petugas pajak. 

Ketidaksinkronan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan 

menimbulkan kebingungan bagi Wajib Pajak. Apakah Direktur Jendera! 

Pajak dapat mcngurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang 

dikenakan karena kekhilaf:an Wajib Pajak atau sanksi administrasi yang 

dikenakan karena ketidal{telitian petugas pajak? 

b. Kata "kekltilafall dan kesalalwu" di dalarn Pasal 36 ayat (I) huruf a UU 

KUP tidak didefinisikan dan dijelaskan secara tega..::. 

Menurut Roehmat Soemitro kekhilafun adalah kesalahan yang dilakukan 

tidak dengan sengaja, melainkan terjadi karena pelakunya khilaJ; krnang 

memperhatlkan keadaan atau alpa Misalnya: Wajib Pajak sedang herada di 
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luar negeri atau sedang sakil keras, sehingga Wajib Pajak tersebut lupa 

untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktunya. 

Sedangkan kesalahan adalah petbuatan rnelanggar peraturnn yang dilakukan dengon 

sengoja dan secara sadar. :wJsalnya: Wajib Pqjak dengan sengaja dan secara sadar 

tidak menycturkan pajak yang terutang tepa! pada waktunya 

Penafsiran atas sesuatu hat yang memerlukan pendetinisian dan 

penjelasan lebih lanjut sebaiknya dilakukan secara otentik di dalam 

Undang-Undang Perpajakan, biasanya ditempatkan di dalarn Pasal 1. 

Dalam hal ini UU KUP tidak membenkan pendefinisian dan penjelasan 

secara otentik mengenai kata "kekhilafan dan kesalahan". 

Undang-Undang Perpajakan yang baik tidak boleh memberikan 

peluang kepada setiap orang untuk memberikan penafsiran atas ketentuan 

yang ada di dalam Undang-Undang tersebut. Dengan tidak adanya 

pendefinisian dan penjelasan secara otentik mengenai kata "kekhilafan dan 

kcsalahan" di da1am UU KUP tersebut, maka setlap Wajib Pajak akan 

berusaha memberikan penafsiran menurut seleranya masing-masing. Hal irri 

dapat menimbulkan kebingungan, keragu~raguan, kesimpangsiuran di antara 

Wajib Pajak. dan yang pasli dapat menimbuikan ketidakpastian hukum. 

c. Rwnusan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP dapat menimbulkan pengertian 

ganda. 

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a 

UU KUP memben kan kewenangan kcpada Direktur J enderal Pajak untuk 

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang dikenak:an 

karemr kekhilafan Wajib Pajak at::m bukan karena kesalahannya. 

Namun karena tidak adanya pendefinisian dan penjelasan secara 

otentik rnengenai kata "kekhilafan dan kesalahan" di dalam UU KUP, maka 

"bukfllf kanma kesalaluumya" dapat menimbulkan 2 (dua) pengertian yailu: 

1. .. bukuu kareua kesalal:anuyu" berarti "kareua kekhilafau Wajib 

Pajak". 

2. "bukan karemt kesalalulfmya" berarti "karena kesalo1Ian Petugas 

Pajak". 
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Oleh karena itu rumusan Pasal 36 ayat (l) huruf a UU KUP dapat 

menimbulkan pengertian ganda sebagai berikut: 

1. Jika "bukcm karena kesalahatmya" berarti "kareua kek!JilafatJ 

Wiljib Pajak", maka yang dapat dikurangkan atau dihapuskan oleh 

Direktur Jenderal Pajak adalah sanksi administrasi yang dikenakan 

karena kekhilafan \"'a jib Pajak. 

Dalam hal ini yang dapat dikurangkan atau dihapuskan oleh 

Direktur Jenderal Pajak adalah sanksi administrasi yang dikenakan 

karena kekhilafan Wajib Pajak (dilakukan tidak dengan sengaja). 

Namunjika dicerrnati Penjelasan Pasal 36 ayat (l) huruf a UU KUP, 

rnaka yang dapat dikurangkan atau dihapuskan oJeb Diret.Wr 

Jenderal Pajak adalah sanksi administrasi yang dikenakan karena 

ketidaktelitian petugas pajak. 

Penjelasan ini bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) huruf a 

UU KUP yang menegaskan bahwa Dlrcktur Jenderal Pajak dapat 

rnengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang 

dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak. Penjelasan Pasal 36 ayat 

(1) humf a UU K!JP juga sama sekali tidak menerangkan dan 

menjelaskan lebih lanjut tentang kekhilafan Wajib Pajak. 

Dengan adanya ketidakje1asan dan ketidaksinkronan ini dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan merrimbulkan kebingungan 

bagi Wajib Pajak. Apakall Direktur Jenderal Pajak dapat 

mengurangkan atau mengha.puskan sanksi administrasi yang 

dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau sanksi 

administrasi yang dikenakan karena ketidaktelitian petugas pajak? 

2. Jika "bulum karen« kesala/t({lfllya" berarti "kareua kesalalra11 

Petugas Pajak", maka yang dapat dikurangkan alau dihapuskan 

oleh Direktur Jenderal Pajak adalah sanksi administra:si yang 

dikenakan karena kekhiJafan Wajib Pajak atau sanksi 

administrasi yang dikenakan karena kesa1ahan petugas pajak. 
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Dalarn hal ini Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan 

atau menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan karena 

kekhilafan Wajib Pajak. Namun di samping itu, Dlrektur Jenderal 

Pajak juga dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administrasi yang dikenakan karena kesalahan petugas pajak. 

Jika dicermati Penjelasan Pasal36 ayat (!) huruf a UU KUP, 

maka yang dapat dik:urangkan atau dihapuskan oleb Direktur 

Jendeml l'ajak a.dalah sanksi administrasi yang dikenakan karena 

ketidaktelitian petugas pajak. Ketidaktelitian merupakan kesalahan 

yang dilakukan oleh petugas pajak dengan tidak sengaja, melainkan teljadi 

karen a khilaf, tidak te~ti, dan tidak hati-hati. 

Lalu bagairnana dengan sanksi administrasi yang dikenakan 

karena kekhilafan Wajib Pajak, apakah dapat dikurangkan atau 

dihapuskan oleh Direktur Jenderal Pajak? Mengingat Penjelasan 

Paso) 36 ayat (I) huruf a UU KUP sama sekali tidak menerangkan 

dan meryehaskan lebih lanjut tentang kekhilafun Wajib Pajak. 

Undang-Undang PelJlajakan bertujuan tu1tuk memberikan kcpastian 

hukum kepada W~ib Pajak Agar tujuan tlu dapat tercapai, maka nunusan PasaJ~ 

Pasal di dalam Undang-Undang PelJlajakan tidak boleh menimbulkan pengertian 

ganda Dari uraian di atas jelas bahwa rumusan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU 

KUP telah menimbulkan pengertian ganda Oleh karena itu rumusan Pasal 36 

ayat (I) huruf a u'U KUP tentu saja menimhulkan ketidakpastian hukum bagi 

Wajib Pajak dan bertentangan dengan tujuan Cndang-Undang PelJlajakan. 

d. Kata "ketidaktelitian" di dalam Penjelasan Pasal 36 ayat (I) huruf a UU KUP 

tidllk didefinisikan dan dijelaskan lebih lanjut 

Kata "ketidaktelitian" terdiri dari dua kat a yaitu "tidak" dan "te1iti". 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "te!iti" berarti hati~hati, cennat, atau 

seksama. Ketidaktelitian petugas pajak merupakan kesalahan yang dilakukan 

oleh petugas pajak dengan tidak sengaja, melainkan te<jadi karena khilat; tidak tefiti. 

dan tidak hati-hati. 
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Kata "ketidaktelitian" petugas pajak di dalam Penjelasan Pasal 36 ayat 

(I) huruf a UU KUP, dapat menimbulkan peroebatan dan kebingungan bagi 

Wajib Pajak. Hal ini disebabkan kata ternebut tidak pemab disebutkan sebelwnnya 

didalam Pasal 36 ayat (1) hurufa UU KUP, namun tiba-tiba muncul di dalam 

Pe1~elasan Pasal36 ayat (I) huruf a UU KUP. 

Pasal36 ayat (I) huruf a UU KUP menyatakan bahwa: 

Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau rnenghapuskan 

sanksi administrasi yang dikenakan karena kekbilafan Wajib 

Pajak atau bukan karena kesaJahannya. 

Hal ini sangat berbeda dengan Penjelasan Pasal36 ayat (I) hurufa UU KUP 

yang menyatakan bahwa: 

Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan 

sanksi administrasi yang dikenakan karena ketidaktelitian petugas 

pajak. 

Dengan tidak adanya pendefinisian dan penjelasan lebih Janjut 

tentang kala "ketidaktelitian" tersebut dapat mengurangi kepastian hukum, 

kurcna pemahurnan setiap Wajib Pajak terbadap Undang-Undang Peqmjakan 

berbeda·beda S<SUai dengan pernikirannya masing-masing. Apakah Direktur 

Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau rnenghapuskan sanksi 

administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau sanksi 

administrasi yang dikenakan karena ketidaktelitian petugas pajak? 

e. Sekilas tampak babwa ketentuan Pasal 36 ayat (I) huruf a UU KUP memberikan 

kemudahan bagi Wajib Pajak, yaitu berupa pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafim Wajib Pajalc 

Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak balk secara jabatan atau atas 

permohonan \Vajib Pajak dapat melak:ukan pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak. 

Kekhilafan Wajib Pajak artinya kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak 

tidak dengan sengaja, melainkan tetjadi karena kbilaf, kurang mempedll!tikan 

lreadaan atau alpa. 
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Dalam praktik sehari-hari, sangat sulit untuk mengetahui bahwa 

Wajib Pejak tersebut khilaf. Kekhilafan Wajib Pajak hanya dapat diketahui 

setelah adanya penjelasan dan pengakuan dari Wajib Pajak yang 

bersangkutan, 

Misalnya: Petugas pajak telah mengenakan sanksi administrasi 

berupa denda atas keterlambatan pelaporan Surat Pembertitahuan 

(SPT) yang dilakukan aleh seorang Wajib Pajak. Kemudian Wajib 

Pajak yang bersangkutan mengajukan pennohonan pengurangan 

atau penghapusan sanksi administrasi dan memberikan penje!asan 

bahwa Wajib Pajak saat itu sedang sakit keras atau sedang berada 

di Luar Negeri, sehingga tidak dapat melaporkan SPT tepat pada 

waktunya, 

Sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib 

Pajak yang saat itu sedang sakit keras atau sedang berada di Luar Negeri1 

sehingga lupa untuk melaporkan SPT tepat pada waktunya, Narnun alasan 

itu tidak dapat dijadikan dasar hagi Direktur Jenderal Pajak untuk 

melakukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi baik secara 

jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan pelugas 

pajak te!ah m~ngenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (I) UU KUP. 

Oleh karena itu, sekilas !mnpak hahwa ketentuan Pasal36 ayat (!) huruf a 

UU KUP memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, yaitu berupa 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena 

kekhilafan Wajib Pajak. Nantun sehenamya ketentuan Pasa136 ayat (l) huruf 

a UU KUP tidak memberikan kepasrian hukum kepada Wajib Pajak. 

f. Jika dicennati Penjelasan Pasa136 ayat (!) hurufa UU KUP, maka sebenarnya 

Direktur Jenderal Pajak memberikan pengurangan atau penghapusan 

sanksi adminislrasi yang dikena.kan karena ketidaktelitian petugas pajak 
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Dalrun prnktik dapal ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan 

kapada Wajib Pajak tidak tepa!, karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapal 

rrumbebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahaani peraturan 

perpajakan. Dalam hal yang demikian, sanksi administrnsi berupa bunga, denda, 

dlJJl kenaikiJJl yang telah ditetapkan dapat dilrurangkan atau dihapuskan oleh 

Direktur Jenderal Pajak 

Ketidaktelitian perugas pajak merupakan kesalahan yang dilakakan 

oleh petugas pajak dengan tidak sengaja, melainkiJJl te!jadi karena khilat; tidakteliti, 

dan tidak hati-hati. 

Misalnya: Wajib Pajak melaporkan SPT Masa pada tanggal 21 

setelah berakhimya Masa Pajak, karena tanggal 20 temyata jatuh 

pada hari libur. Kemudian petugas pajak mcngenakan sanksi 

administrasi berupa demla karena menganggap Wajib Pajak 

tersebut teriambat dalam melaporkan SPT Masanya. 

Sebaguimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a UU KUP, 

bahwa batas waktu pelaporan SPT Masa paling lam bat tanggal 20 

setelah berakhirnya Masa Pajak. Namun apabila tanggal 20 

tcmyata jatuh pada hari libur, maka Wajib Pajak dapat melaporkan 

SPT Masanya pada hari kelja berikutnya. 

Sanksi administrasi tersebut dikenakan karena ketidaktelitian 

petugas pajak, sehingga membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah Dalam 

hal ini petugas pajak khilaf. tidak teliti dan tidak hati-hatl karena tidak 

mengecek terlebih dahutu apakah tanggal 20 jatuh pada hari libur atau 

tidak. 

Alasan itu dapat dijadikan dasar bagi Direktur Jenderal Pajak untuk 

melakukan pengurangan arau penghapusan sanksi adminis:trasi baik secara 

jabatan atau atas pennohonan Wajib Pajak Hal ini diseba.bkan Wajib 

Pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar, yaitu telah 

melaporkan SPT Masanya sesuai dengan ketentuan Pasal3 ayat {3) huruf a 

lJli KUP. 
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Dengan demikian kelenluan Pasal 36 ayat (I) huruf a UU !CUP melanggar syarnt· 

syarnt kepastian hukum di dalam Undang-Undang Pe!]llljakan. Dengan kala lain, isi dan 

Pasal ternebut tidak tepat, tidak jelas, menirnbulkan pengertian ganda, dan tidak sinkron 

dengan Penjelasannya. Ketenluan Pasal36 ayat (I) huruf a UU KUP secarn material tidak 

rncmcmthi syarnt-syarnt kepastian hakan1 dan rnelanggar tujuan Undang-Undang Pe!]llljakan 

unluk rncmberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak. 

4.2. AI'AKAH KETE:'IITUAN PASAL 36 AYAT (I) HURUF a 

UU KUP TENTANG PENGURANGAN ATAU 

PENGRAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI YANG 

DIKENAKAN KARENA KEKHILAFAN WAJIB PAJAK 

ATAU BUKAN KARENA KESALAHANNYA DAPAT 

MEMBERIKAN KEADII,AN KEPADA WAJIB PAJAK 

Menurut Hans Kelsen keadilan adalah suatu tatanan masyarakat yang mengatur 

hubtmgan timbal baTik antar manusia dan memberikan perlindungan bagi mereka yang 

mencari kebenaran. Keadilan adaJah tingkah laku manusia sesuai dengan tatanan 

masyarakat yang dipandang adil dan mernaaskan semua orang 1" 

Menurul Hans Kelsen, upaya unluk rnemuaskan keadilan bagi setiap orang sulit 

diwujudkan, karena itu penekanan keadilan difokuskan kepada pendapat mayorita.s. 

Keadiian yang dirasakan oleh mayoritas penduduk t!apat dipandang sebagai keadiian yang 

mewukili masyarakat secara umum, 190 

Menurut John Rawls keadilan adalah sikap tak memihak unluk mewujudkan 

persamaan dan kewajaran. Keadlian adalah kewajarnn, artinya setiap orang yang ingin 

mengembangkan kepentingannya harus mendapatkan kesempatan yang smna. Setiap 

orang berhak mendapatkan keadiian yang fidak dapat diganggu gugat oieb siapa pun. 

Upaya tulntk mewujudkan kesejahternan sosial tidak seharusnya merusak kehidupan 

individu dengan mcmbatasi hak~hak dasar individu. 191 

w.~-Hans Kclsen, op.cir., halL 
190 Ibid, hall. 
1
"

1 John Rawls, op.cir, hal ll. 
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Ada yang memahami keadilan sebagai kebebasan, sebagai keadaan jiwa atau 

sikap dan sebagai kebenaran. Bagi yang mendasarkan keyakinannya dari segi kebebasan, 

keadilan a<lalah bagian mutlak dari hidup manusia yang memberikan kesempatan bagi 

manusia untuk dapat berkembang secara bebas. Bagi yang memahaminya sehaga.i 

keadaan jiwa atau sikap, keadilan bukanlah sesuatu yang dapat diubah secara logika atau 

penalaran~ melalnkan melibatkan keseluruhan pribadi seseorang, Selanjutnya bagi yang 

menekankan pada kebenaran, keadilan adalah suatu usaha untuk mendapatkan kebenaran 

dan bertindak adil artinya bertindak secam benar.192 

A!;pek penting dalarn keadilan adalah menghapuskan sisi-sisi perbedaan antara 

individu dengan golongan dan antara golongan yang satu dengan golongan yang lllin. 

Keadilan sebugai sesuatu yang berimbang tidak harus selalu sarna bera~ tetapi juga harus 

ada hrumonisasi aotara bagian~bagian atau pihak-pihak sehingga membentuk suatu 

kesatuan yang harmonis. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang benar, 

untuk itu diperlukan kearifan dari anggota masyarakat yang terlibat dalarn pembuatan 

keputusan.193 

Menurut Daniel Webster keadilan adalah kepentingan manusia yang paling Juhur. 

Keadilan selalu dicari ornng tanpa henti, diperjuangkan ornng dengan gigih, dan 

dinantikan orang dengan penuh kepercayaan diri. Setiap orang akan menen!ang dengan 

sekerns-kerasnya apubila keadilan tidak diberikan.'" 

Menurut Aristoteles keadilan adalah suatu kebijakan yang aturnn-aturnnnya 

menjadi dasar dari peraturan negara dan aturnn-aturan ini merupakan u1ruran tentang apa 

yang huk. Dalan1 hal ini ornng harus mengendalikan diri tidak memperoleh keuntungan 

bagi diri sendiri dengan earn merehut apa yang merupakan kepooyaan orang lain, atau 

menolak apa yang seharusnya diberikan kepada ornng lain. " 5 

Menurut Aristoteles hukum bertujuun untuk menciptakan keadilan. Sesuai 

dv"ngan lujuan hukurn itu, maka tujuan hukum pajak pun adalah untuk menciptakan 

keadilan. Dengan demikian, setiap ketentuan yang ada di dalarn Undang-Undang 

Perpajakan harus rncncenninka.n keadilan. Oleh karena itu. ketentuan tersebut harus dibuat 

dengan memperltalikan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan hams dilandasi oleh 

191 Ibid, hal t L 
191 Khairul Bayan, op.cit., hal 151, 
H

14 ba Sindian Djajadiningral, op.cit., hal 29. 
19s Ibid, hal 29. 
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tujuan yang jelas agar dapat diternpkan dengan adil. Ketentuan Undang-Undang 

Perpajakan harus jelas, lengkap, dapat diandalkan, tidak mudah berubah-ubah, adak 

memLHlgkinkan tcJjadinya penafsiran ganda, dan adil.196 

Keadilan ini harus senantiasa dlpegang teguh, baik dalam peraturan 

perundang-undangan maupun dalam prnktek sehari-hari Setiap anggota masyarnkat 

khususnya IllllSyarakat )'!111g tergolong sebagai Wajib Pajak menginginkan adanya keadilan 

dan kepa;1ian hukum. Oleh karcna itu diparlukan Undang-Undang Perpajakan )'!111g 

memberikan keadilim dan kepastian hukum kepada Wajib Pajak. Kepastian hukum alas suatu 

Undang-Undang Pe!pajakan harus mencerminkan keadilan di dalam IllllSyarakaL 197 

Di dalarn Undang-Undang Perpajukan terdapat ketentuan mengenai sanksi 

adminislrasL Sanksi administrusi harus dikmakan socara adil, agar masyarakat terpacu untuk 

mema!uhi k«entuan Undang-Undllllg Perpajakan dan melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan baik Tujuan utama dari pengenaan sanksi adminislrnsi adalah untuk 

memberikan keadilan. Disamping itu pengenaan sanksi administrasi juga bertujuan untuk 

mendidik Wajib Pajak agartidakmelakukan kcsalahan dan untuk memperbaikinya agar tidak 

mengulangi kesalahan yangsama di kemudianhari. 198 

Jika memuut Wajib Pajak dalam pengenaan sanksi administrasi tetjadi ketidakadilan, 

maka tersedia salumn hukum )'!111g terbuka bagi Wajib Pajak untuk mencari keadilan, :;.ritu 

melalui pengajuan permohomm pengurangan alllu pengbapusan sank.'li administrasi. Wajib 

Pajak mempunyai hak seluas-luasnya untuk mencari keadilan apabila 

diperlakukan tidak adiL Jika Wajib Pajak mengajukan pennohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi adminisll1lsi, maka ba1 iw merupakan Sllatu j:!f(lS<S dalam hukum pajak 

yang diharapkan dapat memharikan keadilan."' 

Menurut Prof Subekti kcadilan adalah kcseimbangan y.mg membawa ketentraman 

di dalam hati dan jika diusik ll!ilu dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan 

kegoncangan?00 Pada dasamya keadilan merupakan suatu pengertian yang tidak 

rnutlak: dan sangat relati [ Apa yang dianggap adiJ pad a waktu sekarang belum 

I% Sri Pudyatmoko {2), op cit ,lwJ 133. 
:
91 Wirnwan R J!yas dan Richard Burton, op,ctt., hal !57. 

l% Ibid. hal 158. 
lll'l Wi~tni Ahmadi, Perfindungan Hukum Oagi Wajib Pajak Dafam Pe1tyelesaia11 Seugkela Pajak, 
(Bundung: PT. Relika Aditama, 2006}, hal 68. 
1011 Wirawan B. llyos dan Richard Burton, op.cit., hall 59. 
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kedewasaan masyarakat sebagai Wajib Pajak. 201 

Mengingat keadilan merupakan suatu pengertian yang subyektif dan sangat rclatif, 

maka diperlukan tolok ukur untuk mengrutikan keadilan dalam bidang perpajaka<t Undang­

Undang Perpajakan yang mencerminkan adanya keadilan harus memenuhl asas­

asas sebagai berikut: 201 

a_ Asas Equality 

Setiap warga negam bapartisipasi dalam pembiayaan negam secara 

propm;;ional sesuai dengan kemrunpuannya masmg-masing Orang yang bernda 

dalam keadaan yang sarna harus dikenakan pajak yang sama. Mungkin Undang­

Undang Perpajakan secara umum sudah dirasakan adil karena sudah memenuhi asas 

equality. Namun ada kalanya apa yang dirasakan adil = umwn, belum tentu adil 

dalam kasustertentu.'03 

b. Asas Equity 

Keadilan merupakan asas yang sangat penting di dalam Undang Undang 

Perpajakan. Keadilan bersifat khusus yang diterapkan pada suatu kasus tertentu. 

Misalnya: Jika Wajib Pajak mer'"" diperlakukan tidak adil dalam masalah 

pengenaan sanksi admin.Jstiasi, maka Wajih Pajak tersebut dapat mengajukan 

pennohonan pangurangan atau penghapusan S!lflksi administrnsi. Keadilan dalam 

peipajakan adalah masalalt pertimbangan nilai dan tidak mw1gkin dilakukan 

pendekatan ilmiah guna menunuskan konsep keadilan ter.;ebut.204 

c. Asi!S Daya Pikul 

Asas ini menekankan pada unst~ keadilan dan kemampuan sesooll!Jlg 

dalam membey.rr pajak. Setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan 

kemampuannya dan sesuai dengan manfilal yang diterirnanya dari negara Pajak 

harus dikenakun secara adil dan setiap ornng dikenakan pajak sesuai dengan daya 

2().! Sony Devauo dun Sui Kurnia Rahayu, ap,cit,, bal59. 
101 Rodnnar Soemilro ( 1 ), op.cit., hal43. 
~01 Ibid, hal43. 
lW Jbirf, ha!4). 
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pikul masing·masing. dengan mempcrllatikan besamya penghasilan dan besamya 

pengeluaran yang dilakukan. 205 

d. Asa'i Non-Diskrirninasi 

Siapapun yang ingin mencari keadilan di bidang perpajakan, akan 

diterapkan aturan hukurn yang sama untuk kasus yang sama atau untuk kasus yang 

sarua akan diterapkan aturnn hukurn yang sama, dengan tidak membeda·b<:dakan 

golongan, agama, dan status kewarganegarnan200 

Dari urnian di alas, penulis dapa! memberik311 analisis hahwa ketentuan Pasal 36 

ayat (I) lmmf a UU KUP tentang pengurongan atau penghapusan sanksi administrnsi y.mg 

dikenakan karena kekhilailln Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, tidak 

rnemberikan keadilan kepada Wajib Pajak karena: 

a Sekilas tarnpak bahwa ketentuan Pasal36 ayat (1) huruf a UU KUP rnemberikan 

keadilun kepada Wajib Pajak, namWl sebenarnya tidak. 

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a 

UU KUP memberikan kewenangan kepada Direl'tur Jenderal Pajak baik 

secarajabatan atau atas permohonan Wajib Pajak untuk mengurangkan atau 

menghopuskan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan 

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. 

Namun dalam praktik sehari-hari, Direktur Jenderal Pajak: tidak 

dapat mempcrtimbangkan pemtohonan pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, 

meskipun di dalam pennohonarmya Wajib Pajak telah memberikan 

penjelasan bahwa saat itu Wajib Pajak sedang sakit kera~ atau sedang 

herada di Luar Negeri, sehingga tidak dapat melaporkan SPT tepat pada 

waktunya. 

165 Ibid, hnl43. 
:rob Ibid, hn143_ 
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Sudah jelas bahwa sanksi adminlstrasl tersebut dlkenakan karena 

kekhilafan Wajib Pajak yang saat itu sedang sakit keras atau sedang berada 

di Luar Negeri, sehingga lupa untuk melaporkan SPT tepat pada 

waktunya. Namun alasan itu tidak dapat dijadikan dasar bagi Dlrektur 

J enderal Pajak untuk melakukan pengurangan a tau penghapusan sanksi 

administrasi baik secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak. Hal 

ini disebabkan petugas pajak te1ah mengenakan sanksi adrnlnistrasi berupa 

denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1) UU 

KUP, 

Sekilas tampak bahwa ketenruan Pasal 36 ayat ( l) huruf a UU KUP 

memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, yaitu berupa pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib 

Pajak. Namun sebenamya ketentuan Pasal36 ayat (l) huruf a UU KUP tidak 

memberikan keadilan kepada Wajib Pajak. 

b. Jika dice!Tilati Pasa!36 ayat (l) huruf a lilJ KUP sehenamya tidak memberikan 

keadilan kepada Wajib Pajak, hal ini bertentangan dengan Penjelasan Pasal 36 

ayat (I) huruf a UU KUP yang lebih rnemberikan keadilan kepada Wajib Pajak, 

Dalam praktik sehari-hari dapat ditemukan sanksi adminisrrnsi yang 

dikenakan karena ketidaktelitian petugas pajak, sehingga dapat membehani Wajib 

Pajak yang tidak bcrsalah atau tidak memahami peratunm pcrpajakan. Dalam hal 

ini, sanksi adminislrnsi herupa bunga, denda, dan kenaikan yang Ielah diteU!pkan 

dapat dikurangkan atau dihapuskan oleh Direktur Jenderal Pajak 

Direktur Jendcra1 Pajak dapat mempertimbangkan pennohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang diajukan oleh 

Wajib Pajak karena ketidaktehtian petl.tgas pajak. Hal lni disebabkan 

Wa.jib Pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar dan 

sanksi adminislrasi dikenakan karena ketidaktelitian petugas pajak. Alasan 

itu dapat dijadikan dasar bagi Dlrektur Jenderal Pajak untuk melakukan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi baik secara jabatan 

atau atas pennohonan Wajib Pajak untuk memberikan keadilan kepada 

Wajib Pajak, 
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Penjelasan Pasal 36 ayat (I) huruf a W KUP ini seoara tidak lang;;ung 

juga menyirntkan pengakuan dan Direktorat Jenderal Pajak bahwa Swnber Daya 

Manusia yang dimiliki belum sepenuhnya mamadai. Sebagai pelaksaru! ketentuan 

Undang-Undang Peipajakan dan peraturan pelaksanaannya, maks selayaknya 

petugas pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik serta 

kemampuan untuk menjalankan tugas dengan penuh !Mggungjawah. 

Dengan demikian ketentuan Pasal36 ayat (I) huruf a W KUP melanggar 

asas-asas keadilan dl dalam Undang-Undang POipajakan. Dengan kall! lain, isi dan 

Pasal ternebut tidak memberikan keadilan dan bertentangan dengan Penjelasannya 

Ketentuan Pasal36 ayal (1) huruf a W KUP secara material tidak memenuhi asas· 

asas keadllan dan melanggar tujUllll Undang-Undang POipajakan untuk mernberikan 

keadilan kepada Wajib Pajak. 

Dasar pemikifllll munculnya ketentuan Pasal36 ayat (I) huruf a W KUP karena 

dllandasi oleh rasa percuya kepada Wajib Pajak bahwa rnasih ada peruturun pe!pajakan yang 

belum dipaharni dengan baik oleh Wajib Pajak, sehingga memungkinkan teljadinya 

kesalahan yang tidak dlsengaja dalam pelaksaru!an kewajiban perpajakan akibat 

ketidaktahuan tersebut Selain itu mtlfl(."ln;a ketentuan Pasal 36 ayat (I) huruf a W KUl' 

juga dilandasi oleh adanya pc.111bahan sistem pennmgutan p,Yak dari official assessmem 

!lystem mv'Tljadi self assessnumt system, sehingga wajar jika Wl!)ib Pajak belum memah.ami 

sepenuhnya dan masill memerlukan pembinaan dari petugas pajak. 

Selama ini Wajib Pajak rnengajukan penmohonan pengurongan atau penghapusan 

sanksi administrasi karena dipicu oleh alasan "mencoba-coba". Dalarn hal ini mernanfaatkan 

ketentuan Pasal 36 ayat (I) huruf a W KUP yang mernungkinkan untuk dilakukan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan 

Wajib Pajak. 

Ketentuan Pasal 36 ayal (I) huruf a W KUP tentang peugurongan a tau 

penghapusan sanksi adminis!rasi yang dlkenakan karena kekhilafun Wajib Pajak tidak 

tcpat karena tidak memberikan kepastian hu.kum dan keadiJan kepada Wajib 

Pajak. Ketentuan tersebut juga tidak sesuai denganse?f assessment ~ystem yang sudah 

lama diterapkan di Indonesia. Di dalarn ketentuan tersebut kepastian hukum dan law 

enforcemem menjadi tidak ada. dimana sanksi adminlstrasi yang lebih dikenakan dapat 
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dikurangkan atau dihapuskan hanya karena alasan kekhlafan Wajib Pajak yang sifatnya 

sangat subyektif. 

Hubungan hukum antara Wajib Pajak dengan petugas pajak, menempatkan para 

pihak dalam kedudukan yang tidak sederajal Da!am permohonan pengurangan a1au 

penghapusan sanksi administrnsi, posisi petugas pajak adalah sebagai penentu yang dapat 

memuh!Skan apakah akan mengahulkan atau menolak pennohonan tersebut. Keputusan 

tersebut. harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. 

Keputusan tersebut sebenamya dapat diambil oleh pihak petugas pajak tanpa terlebih dahulu 

merninta persetujUllfl dati pihak Wajib Pajak. Oleh karena itu, dapat dikatakan behwa 

hubungan hukum dalam hukum pajak menernp!Skan para pihak dalam po~si yang tidak 

sedernjat207 

Kekhilafan yang dilakukan Wajib Pajak sampai pada batas tertentu dapat 

dipahami, karena setiap orang mempunyai perhatian yang berbeda-beda, tennasuk 

da,am hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, hal-hal yang 

kelihatan ringan tersebut juga dapat merugikan jika dibiarkan sarnpai berlarut~ 

laruL Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan law enforcement agar Wajib 

Pajak tldak melakukan kckhilafan yang sama di kemudian hari dan Wajib Pajak 

tidak 1nenganggap kekhilafan itu sebagai suatu kewajaran. 208 

Pengawasan dan law eJiforcement dapat dilakukan dengan memberikan 

pembinaan kepada Wajib Pajak dan penerapan sanksi administrasi. Tujuan utama dari 

pengenaan sanksi adminislrasi adalah lUltuk memberikan kepastian hukum dan 

keadilan bagi Wajib Pajak. Di sarnping itu pengenaan sanksi administrasi juga 

bert1.ljuan untuk memberikan efek jera dan mengubah peri1aku Wajib Pajak agar 

tidak mengulangi kezalahan yang sama di lremudian hari.209 

Dengan tidak terulangnya kesalahan yang sama di kemudian hari, diharapkan 

dapat memberikan pengaruh positif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. 

Memang yang diharapkan dari pengenaan sanksi administrasi huk.an semata-mata 

untuk membebani Wajib Pajak, metainkan untuk mengubah perilaku Wajib Pajak 

Di samping itu, pengenaan sanksi administrasi juga bertujuan untuk mendidik 

BH Sri Pudyatmoko (2), op.cil., hal B. 
lOS Jbid, haJ 17. 
l:;;<l" Wirawan B. Ilyns dnn Richard Burton, op.cit., bai !60. 
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Wajih Pajak agar lebih berhati-hatl dan bersungguh~sungguh dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya.2
:
0 

Keberhasilan dan kegagalan self assessment system sangat ditentukan oleh 

Wajib Pajak. Kemampuan, pengetahuan, kejujuran, kedisiplinan, dan kesadaran 

dari Wajjb Pajak sangat diperlukan di dalam self assessment system. Keberhasilan 

self assessment system tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang cukup dari 

Wajib Pajak} namun juga ditentukan oleh kejujuran, kedisiplinan dan kesadartm 

yang memadai dari Wajib Pajak.2; 1 

Di dalarn self assessmettt system sangat dibutuhkan kepatuhan yang tinggi 

dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan memenuhi 

kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa paksaan rnerupakan tulang punggung 

dari self assessment system, Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kondisi di 

mana Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi ketentuan pernturan perundang­

undangan perpajakan dan rnelaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan pemndang~undangan perpajakan.212 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kcwajiban perpajakan tidak 

hanya tergantung pada penerapan sanksi administrasi, tetapi juga tergantung pada 

kemauan Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 

pcrpajakan. Apabila Wajib Pajak mempunyai kemanan untuk mematuhi ketentuan 

pemturan perundang-undangan perpajakan, berarti Wajib Pajak tersebut telah 

mengetahui. n1emahami. mengakui, menghargai dan menaati ketentuan 

tersebut.213 

ldealnya untuk meningkatkan kemauan Wajjb Pajak dalam mematuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan dengan 

memberikan sosialisasi peraturan perpajakan. Dalam hal lni, Wajib Pajak harus 

terus diajak untuk mengetahui, memahami, mengakui, menghargai, dan menaati 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tlnggi rendahnya 

intelektualitas Wajib Pajak akan rnempengaruhi penyerapan pengetahuan dan 

infom1asi mengenai peraturan perpajakan. Jika self assessment system berjalan 

zm Sri Padyatmoko (2), op.cit., hallS. 
211 Ibitl, hal HL 
m Sony Devano dan Si1i Kurnia Rahayu, op.cit., hal I 10. 
n:o ibid, hal 113. 
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dengan baik, maka petugas pajak tidak perlu melakukan pengawasan lagi.114 

Tujuan Undang-Undang Perpajakan hams terwujud di dalam 

pelaksanaannya. Ketentuan Pasal36 B)'llt (I) hurufa UU KUP hanya tampaknya saja 

memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, namun sebenamya ketentuan ini tidak 

memberikan kepastian hukum dan keadifa.14 sehingga bertentangan dengan tujuan 

Undang-Undang Pe.pajaklln. Jadi Ketentuan Pasa! 36 ayat (I) hurnf a UU KUP tentang 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan 

Wajib Pajak pada kenyataannya tidak memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak.215 

Rumusan Pasal di da!am Undang-Undang Papajaklln yang tidak rnernberikan 

kepastian hukum dan kearlilan bagi Wajib Pajak harus segera diperbaiki. Oleh karena 

itu, perlu ditetapkan ketentuan Undang-Undang l'e!Makan yang lebih jelas sehingga tidak 

memunculkan penafsiran yang berbeda-beda. Ketentuan Undang-Undang Pe.pajaklln 

yangjelas akan memberikan kepastian hukum dan tidak rnenimbulkan keragu-raguan 

dalam pelaksanaannya. Di samping itu, kernungkinan sa ling bertentangan antara Pasal 

dengan Penje!asannya juga dapat dihindari, sehingga Wajib Pajak akan mendapatkan 

jaminan perlindunganhukmn yang !ebih pasli atas hak~haknya.216 

Undang-Undang Perpajakan bersifat diruunis dan sela!u mengikuti 

perkembangan kehidupan masyarakat. Perubahan Undang-Undang PerpaJakan sudah 

umum terjudi di manapun. Sebagaimana dinyatakan di dalam penjelasan UU KUP, 

bahwa kepenringan perubal1an Undang-Undang Perpajakan yang lama dengan yang 

baru bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Selain itu juga 

dimaksudkan untuk mengantisipasi pcrubahan ketentuan material di bidang perpajakan. 

meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak.2l7 

Tanpa adanya kepaslian hukum dan keadi!an, maka kewenangan yang 

diberikan oleh Undang-Undang Perpajakan kepa.da perugas pajak akan mengarah 

kepadn suatu kek:uasaan yang otoriter. Oleh karena itu,. untuk membatasi hal-hal yang 

kemungkinan mengarah kepada suatu kekuasaan yang otoriter, pemerintah 

214 The Indonesian Tax in Brlef, op.cit., hal 62. 
215 Syofrin Syofyan, Hukum Pajak dan Pemmsala!wrmya, {Bandung: PT. Reflka Aditama, 2004), 
hal 52. 
:!It> Wirami Ahlllildl, op.ciJ., hal 73. 
111 Ali Purwito dan Rukiah Komariah, Pengadilan Pujak: Proses KeberntmJ dcm Banding, 
(Jakarta: FHUI, 2007), hnl16. 
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menyediakan saluran hukum yang terbuka bagi Wajib Pajak untuk mencari keadilan. Wajib 

Pajak diberikan perlindungan huktun atas hak-haknya dalam bidang perpajakan, 

rnisalnya dengan pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi. 218 

Namun pengaJuan pennohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi ini diharapkan tidak ada lagi di tahun-tahun mendatang. Hal ini disebabkan 

oleh meningkatnya profesionalisme petugas pajak; meningkatnya kepatuhan Wajib 

Pajak dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan 

melaksanakan kewajiban perpajakan; serta adanya revisi UU KUP sehingga ketentuan 

yang ada di dalamnya menjadi jelas, tepat, tidak menimbulkan pengertian ganda, dan 

sinkron dengan penjelasannya. Diharapkan UU KUP yang bam dapat memenuhi syarat­

syarat kepastian hukurn dan asas-asas keadilan di dalam Undang-Undang Perpajakan, 

sehingga dapat mewujudkan tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan 

kepada Wajib Pajak. 

218 Ali Purwito dan Rukiah Komariah, op.cir., ha\20. 
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5.1. KESIMPULAN 

BAB5 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis pada bah sebe!umnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebegai berikut: 

a Ketentuan Pasal 36 ayat (I) huruf a UU KUP tenlllng pengurnngan allru 

penghapusan sanksi administrnsi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak 

atau bukan karena kesalahannya, tidak memberikan kepastian hukum kepada Wajib 

Pajak. Ketentuan Pasal36 ayat (I) huruf a UU KUP secara material tidak memenuhi 

syarat->-yamt kepastian hukum di dalam Undang-Undang Perpajakan. Dengan kata 

lain, isi dari Pasal tctllebut tidak tepal; tidak jelas, rnenirnbulkan peng<:rtian ganda, 

dan tidak sinkron dengan Penjelasannya. Dengan demikian ketentuan Pasal 36 ayat 

(1) huruf a UU KUP melanggar tujuan Undang·Undang Pei]Jajakan untuk 

memberikan kepastian hukumkepada Wajib Pajak. 

Kerentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP juga bertentangan dengan 

implementasinya. Daiam praktik sehar:i-hari, kckhllafan \Vajib Pajak tidak 

dapat dijadikan dasar bagi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi baik secara jabatan 

atau atas permohonan \Vajib Pajak. Hal ini dise:babkan petugas pajak telah 

mengenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tentang pengurnngan allru 

penghapusan sanksi administrasi yangdikenakan karennkekhilafan Wajib Pajak atlU 

bukan karenn kesalahannya, tidak memberikan keadilan kepada Wajib Pajak 

Ketentuan Pasal 36 ayat (l) huruf a UU KL1' secara material tidak memenuhi asas· 

asas keadilan di dalam Undang-Undang Pe!]Jajakan dan melanggar tujuan Undang­

Undang Perpajakan untuk memberikan keadilan kepada Wajib Pajak. Dengan 

demikian, ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP tidak tepat karena tidak 

mernberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. 
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Korentuan Pasal 36 ayat ( 1) huruf a UU KUP juga tidak sesuai dengan self 

assessment system yang sudah lama diterapkan di Indonesia. Di dalatn 

ketentuan tersebut kepastian hukum dan Jaw enforcemem menjadi tidak ada, 

dimana sanksi administrasi yang telah dikenakan dapat dikurangkan atau 

dihapuskan hanya karena alasan kekhilafan Wajib Pajak yang sifutnya sangat 

subyektif. 

5.2. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

a. Merevisi UU KUP agar memenuhi syardt-•yarat kepastfun hukum dan asas-asas 

keadilan di dalam Undang-Undang Perpajakan. UU KUP yang barn tidak boleh 

melanggar tujuan Undang-Undang Perpajakan yaitu memberikan kepastian hukum 

dan keadilan kcpada Wajib Pajak Dalarn hal ini, rumusan Pasal di dalarn UU KUP 

barns tepat, jelas, tiduk menimbulkan pengertian ganda, dan sinkron dengan 

Penjelasannya, serta memberikan keadilan. Kcpastian hukum sangat penting dalarn 

kebijakan pengrnangan atau penghapusan sanksi administrasi, karena tanpa 

kcpastian hukummaka keadilan tidak akan tercapci. 

b. :vlenghapus ketentuanPasal36 ayat (1) hurufa UU KUP tenlangpengurangan 

atau penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafun Wajib 

Pajak atau bukan karena kesalahannya. Hal ini disebabkan ketentuan tersebut 

tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Wajib Pajak. Di 

dalam kelentuan tcrsebut kepastian hukum dan law enforcement menjacti tidak 

ada. dimana sanksi administrasi yang telah dikenakan dapat dilrurangkan atau 

dihupuskan hanya karena alasan kekhilafun Wajib Pajak yang sifatnya sangat 

subyektif. Sehubungan dengan self assessment system yang sudah lama 

diterapkan di Indonesia, maka seharusnya tidak ada lagi sanksi administrasi 

yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak maupun karena kelidaktelitian 

petugas pajak 
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c. Memberikan sanksi kepada petugas pajak yang karena ketidaktelitiannya 

telah mengenakan saksi administrasi kepada Wajlb Pajak sehingga 

membeboori Wajib Pajak yang tidak bersalah. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan keadilan kepada Wajib Pajak. Dengan demikian petugas pajak 

dan Wajib Pajak mempunyai kedudukan yang sederajat dalam penegakan 

hukum. Di samping itu, kesadanm dan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

melaksanakan kewajiban pel])lljakan harus terus ditingkalkan dengan 

memberikan penyuluhan dan pengawasan yang optimal. 

d. Meningkatkan kemampuan dan prof<>lionalisme petugas p'\iak agar tidak ada lagi 

saksi administrasi yang dikenakan karena ketidaktelitian petugas pajak. Dalam 

hal ini keadilan sangat diperlukan dalam pelaksanaan pengurnngan atau 

penghapusan sanksi administrnsi yang dikenakan karena ketidaktefitian petugas 

p'\iak. Sebagru pelaksana ke!entuan Undang-Undang Perpajakan dan peraturan 

pelaksanaannya, maka seharusnya petugas pajak rnempunyai latar belakang 

pendidikan dan pengetahuan yang balk serta kemampuan untuk menjalankan tugas 

dengan penuh ta.n&:,uung jav.·ab. Dengan adanya kemampuan dan profesionalisme 

yang linggi dari petugas p'\iak diharapkan dapat memberi pengaruh positif bagi 

Wajib Pajak agar senantiasa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan 

baik. 
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